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ABSTRAK
Nama :Andi Yusrifal
Nim :10800113079
Judul :Telaah Kritis: Falsafah Budaya Nene’ Mallomo Sebagai Etika
Pemerintahan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Study pada
Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sidrap)
Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara ekonomis, efektif,
efisien, transparan dan akuntabel. Adapun tujuan dalam penelitian adalah untuk
mengetahui nilai-nilai falsafah nene’ mallomo sebagai etika pemerintahan dalam
pengelolaan keuangan daerah dan untuk mengetahui nilai-nilai falsafah nene’
mallomo dalam pencapaian kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten
Sidenreng Rappang.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menghasilkan data
deskriptif berupa ucapan atau tulisan atas perilaku orang-orang yang diamati.
Pendekatan entnografi digunakan untuk memahami sudut pandang penduduk asli
terkait pengelolaan keuangan daerah. Melakukan penyandingan nilai kearifan lokal
atau unsur falsafah nene’ mallomo dalam pengelolaan keuangan daerah dan
menggunakan paradigma kritis agar bisa memahami karakteristik komunitas ini lebih
komprehensif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah
kabupaten Sidrap sudah dapat dikatakan baik. Hal tersebut karena aparatur
pemerintah sudah mengetahui dan mengaplikasikan nilai-nilai falsafah nene mallomo
yakni Nilai macca, malempu, warani na magetteng dalam proses pengelolaan
keuangan daerah. Dari sudut pandang agency theory yang menjadikan motivasi
dalam hal kinerja karena aparatur pemerintah sadar akan tanggungjawabnya yang
begitu besar kepada masyarakat. Adapaun terkait pencapaian kinerja Badan
Pengelola Keuangan Daerah belum sepenuhnya Optimal. Masih terdapat kendala
ataupun permasalahan dalam proses pencapaian kinerjanya. Untuk selanjutnya
BPKD diharapkan agar dalam pencapaian program dan kegiatannya dikelola secara
lebih ekonomis, efisien dan efektif.
Kata kunci: Pengelolaan Keuangan Daerah, Nene’ Mallomo, Agency Theory, Kinerja.
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Indonesia merupakan negara berkembang yang saat ini berada pada masa
transisi dari era persaingan global menuju ke era persaingan informasi. Salah satu
tolak ukur dari keberhasilan suatu negara ialah bagaimana mencipatakan tata kelola
yang baik dalam lingkungan pemerintahannya. Meskipun pemerintahan atau
organisasi publik saat ini juga menghadapi tantangan besar dengan adanya kebijakan
otonomi daerah karena salah satu tujuan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah
adalah untuk menjadikan pemerintah lebih dekat dengan rakyatnya, dan
meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga pelayanan pemerintah dapat
dilakukan dengan lebih efisien dan efektif serta responsif terhadap kebutuhan
masyarakatnya. Menurut Romantis dan Kurohman (2015), mengatakan bahwa proses
desentralisasi yang telah berlangsung telah memberikan penyadaran tentang
pentingnya kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan potensi lokal.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah
diatur mengenai pelaksanaan sistem desentralisasi di Negara Indonesia, dimana
pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk
melakukan serangkaian proses, mekanisme dan tahapan perencanaan yang dapat
menjamin keselarasan pembangunan. Halim (2009) dalam Sijabat dkk. (2014),
berpendapat bahwa didalam pelaksanaan otonomi daerah salah satu kriteria untuk
mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur rumah tangganya
2adalah self supporting di dalam bidang keuangan. Thomas (2013), juga berpendapat
bahwa dengan adanya pemberian otonomi daerah yang seluas-luasnya berarti
memberikan kewenangan dan keleluasaan (diskreksi) kepada daerah untuk
mengelola dan memanfaatkan sumber daya daerah secara optimal..
Mahfudz (2015), ada dua alasan penting lahirnya kebijakan perimbangan
keuangan pusat-daerah: Pertama, alasan teoretik yang berpijak pada anjuran
desentralisasi. Desentralisasi menyatakan bahwa pembagian kekuasaan dan
kewenangan dari pusat ke daerah harus diikuti dengan desentralisasi keuangan
(fiskal) dalam bentuk pembagian keuangan kepada daerah dan memberi kekuasaan
daerah untuk menggali sumber keuangan sendiri. Keuangan yang didesentralisasikan
(decentralized budget) ke daerah digunakan untuk membiayai pelayanan publik dan
pembangunan daerah yang sesuai dengan preferensi lokal.
Kedua, alasan empirik. Di Indonesia, keuangan selalu menjadi medan tempur
antara pemerintah pusat dan daerah. Daerah mempunyai sumber daya ekonomi yang
melimpah tetapi miskin karena sebagian besar kekayaan daerah disedot oleh
Pemerintah Pusat untuk memperkaya Jakarta dan Jawa. Pemerintah Pusat mengelola
keuangan secara sentralistik dan mengembalikan sebagian dana ke daerah yang tidak
seimbang dengan dana yang disedot dari daerah. Akibatnya terjadi ketidakadilan dan
kesenjangan fiskal di satu sisi, dan di sisi lain menciptakan ketergantungan daerah
kepada pusat. Daerah terus menerus menuntut keadilan dan pemerataan dengan
skema perimbangan keuangan pusat-daerah dan kekuasaan daerah untuk menggali
sumberdaya lokal sendiri.
3Pengelolaan keuangan daerah merupakan sub sistem dari sistem
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menjadi titik sentral otonomi daerah.
Daerah mempunyai kewenangan yang didasarkan pada azas otonomi dalam wujud
otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab, serta azas tugas pembantuan yang
merupakan bentuk pelimpahan wewenang Pemerintah Pusat kepada Pemerintah
Daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan.
Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan
efektif atau memenuhi prinsip value for money serta partisipatif, transparansi,
akuntabilitas dan keadilan akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta
kemandirian suatu daerah. Dengan demikian maka suatu daerah yang kinerja
keuangannya dinyatakan baik maka berarti daerah tersebut memiliki kemampuan
keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah (Kaunang dkk., 2016). Hal
tersebut juga disampaikan oleh Putra dan Coriyati (2016) bahwa dalam otonomi
daerah, masalahnya bukan hanya daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan
untuk meningkatkan efesiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan
daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk
itu, semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas menjadi
sangat dominan dalam mewarnai proses penyelenggaraan pemerintah pada umumnya
dan proses pengelolaan keuangan daerah pada khususnya.
Pemerintah Daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan
pertanggungjawaban keuangan atas sumber daya yang dihimpun dari masyarakat
4sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya. Sumenge (2013), menyatakan bahwa
tujuan yang dikehendaki masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai
pelakasaan value for money, yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber
daya, efisin (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya dalam arti
penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan (maximazing benefits and
minimizing cost), serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan
sasaran. Oleh karena itu Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan
pertanggung jawaban  kepada DPRD selaku wakil rakyat di pemerintahan.
Pemerintah daerah membutuhkan dana untuk melaksanakan pembangunan,
dimana pembiayaan tersebut berasal dari APBD. Cicilia dkk., (2014) mengatakan
dengan adanya otonomi daerah maka daerah-daerah harus mengelola keuangan
daerahnya secara baik. Oleh karena itu pengelolaan keuangan yang di lakukan
dengan efisien dan efektif harus dilakukan secara optimal, karena hal ini berkaitan
dengan target dan realisasi penerimaan daerah, dan ternyata realisasi seringkali tidak
sesuai dengan target, disini timbul pertanyaan mengapa demikian? karena hal ini
berkaitan dengan dana pembangunan. Kalau pengelolaan keuangannya sudah efisien
dan efektif ini berarti bahwa adanya suatu jaminan ketersediaan dana pembangunan,
dan kalau pengelolaannya belum efisien dan efektif maka perlu untuk didorong atau
digenjot lagi agar supaya pengelolaannya akan lebih membaik dan ini akan
menjamin ketersediaan dana untuk pembangunan itu sendiri, sehingga hal ini akan
menjamin kemandirian keuangan daerahpun semakin lama semakin membaik.
5Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4, Azaz umum pengelolaan keuangan daerah
adalah sebagai berikut:
(1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada pertaturan perundang-
undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab,
dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk
masyarakat. (2) Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu
sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan
daerah.
Pengelolaan keuangan pemerintah daerah harus hati-hati untuk menghindari
timbulnya penyelewengan dan penyimpangan anggaran karena penyalahgunaan
jabatan oleh penyelenggara negara di daerah. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan
daerah mutlak diperlukan, demi menjamin dan mewujudkan sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat (Ariany, 2010). Terdapat banyak kasus kecurangan yang tejadi
pada instansi pemerintah, dikutip dari Metrotvnews.com, Jakarta (2013): Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan potensi kerugian negara sebesar Rp 9,72
triliun dari 12.947 kasus. Kerugian tersebut ialah hasil ketidakpatuhan hingga
inefisiensi. Kepala BPK Hadi Poernomo mengungkapkan hal itu di Jakarta, Selasa
(2/4). Dia menyampaikan temuan BPK atas audit kinerja, pemeriksaan dengan tujuan
tertentu, dan pemeriksaan keuangan di pemerintah pusat, daerah, BUMN, BUMD,
perusahaan kontraktor kontrak kerja sama migas (KKKS), BLU, dan sebagainya di
mana ditemukan.
Hadi mengatakan, sebanyak 3.990 kasus di antaranya merupakan
ketidakpatuhan yang berpotensi merugikan negara sebesar Rp5,83 triliun. Sebanyak
64.815 kasus ialah kelemahan Sistem Pengendalian Internal (SPI), 1.901 kasus
penyimpangan administrasi, dan sebanyak 2.241 kasus berpotensi merugikan negara
senilai Rp3,88 triliun. Termasuk dalam pemeriksaan kinerja 154 entitas di
pemerintah pusat, daerah, dan sebagainya, Hadi menceritakan, BPK menemukan
kasus inefektivitas sebanyak 1.440 kasus senilai Rp1,22 triliun, 36 kasus ketidahk
hematan senilai Rp56,73 miliar, serta 12 kasus inefisien senilai Rp141,34 miliar.
Berita tersebut jelas-jelas menunjukkan bahwa berbagai entitas pemerintahan
baik itu di pusat maupun di daerah masih banyak yang bekerja secara tidak efisien.
Hal ini tentu sangat merugikan negara, di mana sumber daya berupa dana APBN
yang digunakan tidak sebanding dengan kinerja instansi yang dihasilkan. Korbannya
lagi-lagi tentu saja masyarakat. Ketidakefisenan kinerja instansi pemerintahan akan
berakibat pada tidak tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, maka
yang terjadi lagi-lagi adalah pemborosan anggaran. Lihat saja di berita itu, Rp9,72
triliun bisa dihemat jika instansi-instansi pemerintah bekerja secara efisien. Dalam
pengelolaan keuangan daerah, hal penting yang harus diperhatikan  adalah kinerja
aparatur pemda. Sudaryanti (2013) mengatakan Suatu bisnis (organisasi) seharusnya
memiliki pengukuran kinerja yang benar-benar menunjukkan tingkat kinerja yang
dicapai, serta mampu menunjukkan seberapa berhasil pencapaian tujuan pada tiap
level.
Kinerja yang baik bagi pemerintah daerah haruslah selalu ditingkatkan karena
adanya tuntutan dari masyarakat, maka dari itu pemerintah memberikan pertanggung
jawaban mengenai segala aktivitas dan kegiatan kepada masyarakat. Seperti yang
7dijelaskan Jensen dan Meckling (1976) dalam Hartadi (2012), menjelaskan hubungan
agensi didefinisikan sebagai kontrak antara principal dan agen. Dipandang dari sudut
pandang teori keagenan, hubungan antara masyarakat dengan pemerintah adalah
seperti hubungan antara prinsipal dan agen. Masyarakat adalah prinsipal dan
pemerintah adalah agen. Prinsipal memberikan wewenang pengaturan kepada agen,
dan memberikan sumberdaya kepada agen (dalam bentuk pajak dan lain-lain).
Sebagai wujud pertanggungjawaban atas wewenang yang diberikan, agen
memberikan laporan pertanggungjawaban terhadap prinsipal (Santoso dan
Pambelum, 2008).
Teori agensi akhirnya banyak menghubungkan dengan permasalahan konflik
kepentingan yang mungkin muncul dari hubungan kontrkatual dari kedua belah
pihak dimana pada hakekatnya keduanya memiliki akusisi informasi yang berbeda.
Untuk itu, konsep akuntabilitas dapat dijelaskan menggunakan agency theory dimana
dalam pengertian luas akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak
pemegang amanah dalam hal ini pemerintah (agent) memberikan
pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas
dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah dalam
hal ini masyarakat.
Akuntabilitas serta pertanggungjawaban pemerintah (agent) kepada
masyarakat (principal), hendaklah memiliki pola prilaku yang wajib dijadikan
sebagai pedoman atau kode etik berlaku bagi setiap aparaturnya. Salindeho (2013),
mengatakan etika dalam pemerintahan harus ditimbulkan dengan berlandaskan pada
8paham dasar yang mencerminkan sistem yang hidup dalam masyarakat yang harus
dipedomani serta diwujudkan oleh setiap aparatur dalam hidup bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara. Secara umum nilai-nilai suatu etika pemerintahan yang
perlu dijadikan pedoman dan perlu dipraktekkan secara operasional.
Nilai-nilai etika yang hidup dan berlaku dalam suatu masyarakat, bukanlah
sekedar menjadi keyakinan pribadi bagi para anggotanya, akan tetapi juga menjadi
seperangkat norma yang terlembagakan. Dengan kata lain, suatu nilai etika harus
menjadi acuan dan pedoman bertindak yang membawa akibat dan pengaruh secara
moral. Dalam Kepustakaan Bugis, untuk terwujudnya permerintahan yang baik,
seorang pemimpin dituntut memiliki 4 kualitas pribadi, sebagaimana banyak
diungkap dalam Lontaraq Bugis, yaitu Maccai na Malempu; Waraniwi na
Magetteng (Cendekia lagi Jujur, Berani lagi Teguh dalam Pendirian). Ungkapan ini
bermakna bahwa kecerdasan saja belum cukup, kecerdasan haruslah disertai dengan
kejujuran. Banyak orang cendekia menggunakan kecerdasannya membodohi orang
lain. Karena itu, kecerdasan haruslah disertai dengan kejujuran (Adil, 2015).
Salah seorang pemimpin bugis yang dalam Sejarah Sidenreng Rappang Abad
XVI, dikenal memiliki empat kualitas pribadi tersebut adalah La Pagala Nene'
Mallomo, seorang hakim (pabbicara) dan murid dari La Taddampare, menjatuhkan
pidana mati terhadap putranya sendiri yang amat dicintainya karena telah terbukti
mengambil luku orang lain tanpa seizin dengan pemiliknya. Tentu saja keadian itu
telah mencoreng muka ayahnya sendiri yang dikenal sebagai hakim yang jujur.
Ketika ditanya mengapa ia mempidana mati putranya sendiri dan apakah dia menilai
9sepotong kayu sama dengan jiwa seorang manusia, beliau menjawab, "Ade'e
temmakeana' temmakke eppo" (Hukum tidak mengenal anak dan tidak mengenal
cucu).
Seperti yang terkandung dalam Q.S. An-Nisaa’/04:135
                       
                       
               
Terjemahnya:
“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar
penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu
sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia[361] Kaya ataupun
miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu
mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika
kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka
Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu
kerjakan”. (Q.S. An-Nisaa’/04:135)
[361] Maksudnya: orang yang tergugat atau yang terdakwa.
Keadilan di sini mencakup keadilan terhadap hak Allah, demikian juga
keadilan terhadap hak hamba-hamba Allah. Keadilan terhadap hak hamba-hamba
Allah adalah dengan memenuhi kewajibanmu terhadap orang lain, sebagaimana
kamu menuntut hakmu. Di antara bentuk menegakkkan keadilan adalah bersikap adil
dalam berbicara, oleh karena itu, dia tidak boleh menghukumi salah satu dari dua
perkataan atau salah satu dari dua orang yang bersengketa karena ada hubungan
nasab dengannya atau karena lebih cenderung kepadanya, bahkan sikapnya harus
adil. Termasuk adil pula menunaikan persaksian yang diketahuinya bagaimana pun
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bentuknya, meskipun mengena kepada orang yang dicintainya atau bahkan mengenai
dirinya sendiri.
Bagi masyarakat Bugis, falsafah "taro ada taro gau" (satunya kata dengan
perbuatan) adalah suatu keharusan. Manusia yang tidak bisa menyerasikan antara
perkataan dan perbuatannya akan mendapat gelar sebagai manusia "munafik"
(munape), suatu gelar yang sangat dihindari oleh manusia Bugis. Salah satu
pappaseng (pesan) Nene' Mallomo bagi aparat kerajaan adalah :
Tellu tau kupaseng : Arung Mangkaue', Pabbicarae', Suroe'. Aja pura
mucapa'i lempue' o Arung Mangkau'. Malempuko mumadeceng bicara,
mumagetteng, apak i ariasennge' malempu, madeceng bicarae' lamperi sunge'.
Apak teammate lempue', temmaruttung lappae', teppettu maompennge',
teppolo masselomoe'. (Kamsinah, 2013).
Artinya, "Aku berpesan kepada tiga golongan : Maharaja, pabbicara dan
pesuruh. Jangan sekali-kali engkau meremehkan kejujuran itu, wahai maharaja.
Berlaku jujurlah serta peliharalah tutur katamu, engkau harus tegas. Sebab kejujuran
dan tutur kata yang baik itu memanjangkan usia. Oleh karena takkan mati kejujuran
itu, takkan runtuh yang datar, takkan putus yang kendur, takkan patah yang lentur".
Oleh karena kearifan serta kebijaksanaannya, Nene'Mallomo kemudian menjadi ikon
Kabupaten Sidenreng Rappang dan sering disebut sebagai "Bumi Nene'Mallomo".
Memahami bentuk akuntabilitas yang diharapkan pada organisasi publik,
maka perlu untuk mengelaborasi praktik-praktik akuntabilitas yang ada guna
mentransformasi dimensi akuntabilitas yang dapat diterima baik oleh masyarakat
dalam bentuk nilai-nilai budaya lokal. Penelitian ini mentransformasi dimensi
akuntabilitas yang seimbang antara kepentingan pihak prinsipal dan agen dalam
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membangun akuntabilitas organisasi sektor publik. Untuk itu, aparatur pemerintah
yang notabene merupakan warga Sidrap wajib mengetahui dan mengaplikasikan
nilai-nilai budaya Nene’ Mallomo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya
sebagai pihak yang diberikan kepercayaan demi kepentingan masyarakat.
Kabupaten Sidrap dalam lingkup Propinsi Sulawesi Selatan dikenal sebagai
daerah lumbung beras. Keberhasilan panen padi di Sidrap adalah buah ketegasan
Nene' Mallomo dalam menjalankan hukum dan adat, dalam budaya masyarakat
setempat dikenal Tudang Sipulung (Musyawarah besar). Penerapan falsafah ini
hendaknya ada didalam setiap individu uatamanya aparatur pemerintah daerah.
Untuk itu cerminan dalam upaya melestarikan jiwa semangat “NENE' MALLOMO”
dengan prinsip falsafah budaya sidrap yaitu Maccai na Malempu, Waraniwi na
Magetteng sehingga nilai juang dengan MOTTO: “RESOPA TEMMANGINGNGI
NAMALOMO NALETEI PAMMASE DEWATA” (Hanya Dengan Kerja Keras
Disertai Sikap Pantang Menyerah Yang Akan Mudah Mendapatkan Limpahan
Rahmat Dari Allah SWT.)
Berdasarkan keadaan tersebut permasalahan ini menjadi menarik, maka
penulis bermaksud untuk meneliti dan memahami dalam permasalahan ini dan
dituangkan kedalam bentuk skripsi dengan judul “TELAAH KRITIS: FALSAFAH
BUDAYA NENE’ MALLOMO SEBAGAI ETIKA PEMERINTAHAN DALAM
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (Studi pada Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Sidrap)”.
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B. Rumusan Masalah
Persoalan yang selalu muncul ketika membicarakan masalah pemerintahan
daerah adalah berkaitan dengan masalah keuangan. Dalam pengelolaan keuangan,
pemerintah daerah harus hati-hati untuk menghindari timbulnya penyelewengan dan
penyimpangan anggaran karena penyalahgunaan jabatan oleh penyelenggara negara
di daerah. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah mutlak diperlukan, demi
menjamin dan mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Ariany, 2010).
Untuk itu, Aparatur pemerintahan yang baik dan bermoral tinggi, dituntut untuk
senantiasa menjaga dirinya agar dapat terhindar dari perbuatan tercela, karena ia
terpanggil untuk menjaga amanah yang diberikan, melalui pencitraan perilaku hidup
sehari-hari.
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat
dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana implementasi nilai falsafah budaya Nene’ Mallomo sebagai etika
pemerintahan dalam pengelolaan keuangan daerah?
2. Bagaimana nilai falsafah budaya Nene’ Mallomo dalam memberikan
konstribusi pada Pencapaian kinerja Badan pengelola keuangan Daerah?
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan Rumusan Masalah yang telah dipapakan diatas, tujuan dari
penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui implementasi nilai falsafah budaya Nene’ Mallomo
sebagai etika pemerintahan  dalam pengelolaan keuangan daerah.
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2. Untuk mengetahui nilai falsafah budaya Nene’ Mallomo dalam memberikan
konstribusi pada pencapaian kinerja Badan pengelola keuangan Daerah.
D. Penelitian Terdahulu
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan
daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang dalam hal Kinerja aparatur pemerintah
daerah dengan menggunakan nilai-nilai budaya Nene’ Mallomo yakni Macca
(pintar), Malempu (jujur), Warani (berani) na Magetteng (konsisten) sebagai etika
pemerintahan. Adapun beberapa penelitian terdahulu digunakan sebagai acuan untuk
penelitian saat ini:
Tabel 1
Penelitian terdahulu
No. Nama
Peneliti
Judul
Penelitian
Metode
Penelitian
Hasil Penelitian
1. Cicilia, dkk.
(2015)
Analisis
Efesiensi dan
Efektivitas
Serta
Kemandirian
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
DiKabupaten
Minahasa Utara
Kuantitatif Tingkat efisiensi pengelolaan
keuangan daerah Kabupaten
Minahasa Utara mengalami
perkembangan yang mengarah
pada tingkatan yang makin efisien.
Dimana, pada tahun 2009
tingkatannya berada pada kriteria
efisien. Dan juga tingkat
efektivitas pemerintah daerah
Kabupaten Minahasa Utara dalam
hal mengelola keuangan daerahnya
menjadi semakin efektif pada
periode Kabupaten Minahasa
Utara terpisah dengan Kabupaten
Minahasa Induk.
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2. Kaunang,
dkk (2016)
Analisis Kinerja
Pengelolaan
Keuangan
Daerah dan
Tingkat
Kemandirian
Daerah di Era
Otonomi
Daerah: Studi
Pada Kota
Manado
Kunatitatif Berdasarkan hasil analisis rasio-
rasio dan pembahasan yang telah
diuraikan dapat dilihat bahwa
Pemerintah Kota Manado masih
kurang mandiri dalam membiayai
daerahnya sendiri tapi Pemerintah
Kota Manado juga masih terus
berusaha untuk bisa mandiri
terlihat dari adanya peningkatan
peningkatan yang terjadi pada tiap
tahunnya. Adapunpemerintah Kota
Manado juga sudah sangat efektif
dalam merealisasikan PAD
sehingga bisa dilihat dari rata rata
rasio efektifitas sebesar 106.95%
dan terus mengalami peningkatan
yang cukup signifikan.
3. Mizkan
dkk., (2015)
Analisis Kinerja
Pengelolaan
Keuangan
Daerah dan
Pengaruhnya
Terhadap
Tingkat
Kemiskinan Di
Kota Pekanbaru
Kuantitatif Penelitian ini mengindikasikan
bahwa Tingkat kemandirian masih
dalam kriteria “kurang” dengan
pola hubungan dengan Pemerintah
Pusat yang bersifat “instruktif”.
Adapun Tingkat kemampuan
masih dalam kriteria “kurang”.
Aktivitas keuangan untuk
pembangunan termasuk dalam
kriteria “baik”. untuk Efektifitas
keuangan termasuk dalam kriteria
efektif. Untuk Efisiensi keuangan
termasuk dalam kriteria “efisien”.
Pertumbuhan keuangan termasuk
dalam kriteria “baik”.
4 Randa dan
Fransiskus,
(2014)
Transformasi
Nilai Budaya
Lokal dalam
Membangun
Akuntabilitas
Organisasi
Sektor Publik.
Kualitatif jenis akuntabilitas di kabupaten
Tana Toraja yang terdiri dari dua
tema inti yaitu akuntabilitas
masukan & akuntabilitas keluaran.
Akuntabilitas ini diukur dari
banyaknya program dan capaian
realisasi anggaran dari setiap
program tanpa melihat aspek
kepuasan dan kemanfaatan bagi
masyarakat. Akuntabilitas keluaran
yaitu akuntabilitas yang lebih
banyak dipahami oleh masyarakat
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sebagai prinsipal. Masyarakat
menilai akuntabilitas agen dalam
bentuk kemanfaatan yang dapat
dirasakan. Indikatorakuntabilitas
keluaran ini dominan dalam
bentuk ketersediaan sarana-
prasarana yang sangat menunjang
aktivitas mereka dibanding dengan
program non sarana-prasarana.
5 Effein,
(2015)
Spiritualitas
Dan Kearifan
Lokal:
Beberapa
Agenda
Penelitian Kritis
Kualitatif Penelitian kritis dalam akuntansi
memiliki aspirasi untuk mendaya-
gunakan akuntansi & akuntabilitas
sebagai alat atau media sekaligus
produk dari perubahan sosial
masyarakat. Namun kenyataannya,
sebagian besar penelitian kritis
masih menjaga jarak dengan
spiritualitaskarena menganggap ia
adalah bagian dari penindasan
terhadap kebebasan di masa
lampau. Spiritualitas adalah bentuk
pencerahan yang mengedepankan
harmoni antara manusia dan
lingkungannya, inner peace,
makna hidup dan etika. Dalam hal
ini, spiritualitas adalah sebuah
jawaban untuk mengisi keringnya
batin manusia sebagai akibat
dominasi materialisme kesenangan
sesaat. Spiritualitas sesungguhnya
mengikis delusi tentang ego yang
menghambat kebahagiaan diri
sendiri maupun masyarakat.
Keuangan Daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-
undangan yang berlaku, efektif, efisisen, ekonomis, transparan dan
bertanggungjawab dengan memperhatikan asaz kepatuhan, keadilan dan manfaat
untuk masyarakat. penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengelolaan
keuangan daerah yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Sidenreng Rappang.
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Beberapa penelitian terdahulu telah mencoba untuk menganalisis proses pengelolaan
keuangan daerah. Seperti penelitian Cicilia dkk (2015), Kaunang dkk (2016), Mizkan
dkk (2015) telah mencoba menganalisis kinerja pengelolaan keuangan daerah dari
segi efektivitas, efisiensi, tingkat kemandirian dan juga penegruhnya terhadap tingkat
kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan keuangan
daerah dimasing-masing kota ataupun kabupaten berbeda-beda.
Penelitian yang dilakukan oleh Randa dan Fransiskus (2014) dimana mereka
mencoba mentransformasikan nilai budaya lokal Tana Toraja dalam membangun
akuntabilitas organisasi sektor publik. Untuk itu, pada penelitian ini juga ingin
melihat bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan keuangan daerah kabupaten Sidrap
dengan mentransformasikan nilai budaya lokal sendiri dalam hal kinerja aparatur
pemerintah daerah yakni falsafah Nene Mallomo seperti Macca, Malempu, Warani
na Magetteng sebagai etika pemerintahan dalam pengelolaan keuangan daerah
kabupaten Sidenreng Rappang.
E. Manfaat Penelitian
Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat dan
kontribusi sebagai berikut :
1. Manfaat Teoretis, Teori keagenan dari Jensen dan Meckling (1976)
menjelaskan hubungan kontraktual antara pemilik/pemegang saham dengan
agen/manajer. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam
menganalisis kinerja aparat pemda dan ilmu manajemen sektor publik. Teori
agency dapat pula dijadikan sebagai pedoman acuan bagi masyarakat dengan
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perannya sebagai pemberi amanah yang memilki hak dan wewenang untuk
meminta pertanggung jawaban dan transparansi agar tidak terjadi moral
hazard atau benturan kepentingan anatara aparatur pemda dan masyarakat.
2. Manfaat Praktis, dari hasil penelitian ini, diharapkan mampu menjadi sebuah
landasan kreatif bagi pemerintah untuk meningkatkan kematangan kinerja
aparat pemda yang diamanahkan sehingga masyarakat terayomi. Bagi
masyarakat sendiri, diharapkan penelitian ini mampu memberikan gambaran
bahwa pemerintah telah melakukan beberapa sikap untuk meningkatkan
kinerjanya. Oleh karena itu diharapkan penelitian ini menjadi rujukan untuk
terciptanya kematangan pengelolaan keuangan daerah yang tidak sebatas
wacana semata.
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA
A. Agency Theory
Teori keagenan menunjukkan bahwa pemisahan antara manajemen
perusahaan dan hubungan pemilik kepada manajer merupakan hal yang penting
untuk dilakukan. Pemisahan ini bertujuan untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas
dengan menyewa pihak yang professional untuk mengelola perusahaan, tetapi
pemisahan ini ternyata menimbulkan permasalahan. Permasalahan muncul ketika
terjadi ketidaksamaan tujuan antara principal dan agen. Menurut Jensen dan
Meckling (1976) dalam Hartadi (2012) bahwa hubungan agensi didefinisikan sebagai
kontrak antara principal dan agen. Proses ini melibatkan pendelegasian sebagian
kewenanangan pengambilan keputusan kepada agen. Menurutnya, jika principal dan
Agen adalah utility maximizers, maka ada kesempatan yang lebih besar untuk setiap
pihak memaksimalkan kepentingan sendiri. Kondisi ini menyebabkan adanya
ketidakseimbangan informasi (asimetri informasi) antara manajer (agent) dan
pemegang saham (principal). Rahmah, (2014) menjelaskan asimetri informasi
merupakan suatu kondisi di mana manajer (agent) memiliki lebih banyak informasi
atas prospek perusahaan dibandingkan dengan pemegang saham (principal).
Principal sebagai pemilik sumber daya ekonomi dan agen sebagai manajer,
dimana manajer berperan dalam mengurus dan pengendalian sumber daya ekonomis
tersebut. Principal adalah oraang  yang memberikan mandat kepada agen untuk
bertindak atas nama principal, sedangkan agen merupakan pihak yang diberi amanat
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oleh principal untuk menjalankan perusahaan (Maharani dan Bambang, 2016).
Karena kepentingan kedua belah pihak tidak selalu sejalan, maka sering terjadi
benturan kepentingan antara principal dengan agen sebagai pihak yang diserahi
wewenang untuk mengelola perusahaan, kondisi tersebut dikenal sebagai moral
hazard. Hendriksen (2001) dalam Permana (2012) memberikan solusi atas terjadinya
moral hazard, yaitu dengan menugaskan auditor untuk memeriksa apa yang
dilakukan manajemen.
Teori Agensi menekankan pentingnya pemilik perusahaan (principal)
menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada profesional (agent) yang lebih
mengerti dan memahami cara menjalankan suatu usaha. Dalam hal ini teori agensi
akhirnya banyak menghubungkan dengan permasalahan konflik kepentingan yang
mungkin muncul dari hubungan kontrkatual dari kedua belah pihak dimana pada
hakekatnya keduanya memiliki akusisi informasi yang berbeda. Anggraeni (2011)
mengatakan bahwa agency theory memberikan peranan penting akuntansi dalam
menyediakan informasi setelah suatu kejadian atau keputusan, yang mana seorang
agen melaporkan kepada prinsipal tentang kejadian-kejadian yang muncul dalam
periode yang telah lalu.
Halim dan Abdullah (2009) dalam Riswan (2012) menyatakan teori keagenan
dapat diterapkan dalam organisasi publik. Ia menyatakan bahwa negara demokrasi
modern didasarkan pada serangkaian hubungan prinsipal-agen dan hubungan
prinsipal agen merupakan suatu pendekatan yang sangat penting untuk menganalisis
komitmen-komitmen kebijakan publik. Menurutnya model keagenan yang sederhana
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mengasumsikan dua pilihan dalam kontrak: (1) behavior-based, yakni prinsipal harus
memonitor perilaku agen dan (2) outcomebased, yakni adanya insentif untuk
memotivasi agen untuk mencapai kepentingan prinsipal. Para teoretisi berpegang
pada proposisi bahwa agents behave opportunistically toward principals.
Oportunisme bermakna bahwa ketika terjalin kerjasama antara prinsipal dan agen,
kerugian prinsipal karena agen mengutamakan kepentingannya (agent self-interest)
kemungkinan besar akan terjadi.
Dipandang dari sudut pandang teori keagenan diatas. Hubungan antara
masyarakat dengan pemerintah adalah seperti hubungan antara prinsipal dan agen.
Masyarakat adalah prinsipal dan pemerintah adalah agen. Prinsipal memberikan
wewenang pengaturan kepada agen, dan memberikan sumberdaya kepada agen
(dalam bentuk pajak dan lain-lain). Sebagai wujud pertanggungjawaban atas
wewenang yang diberikan, agen memberikan laporan pertanggungjawaban terhadap
prinsipal (Santoso dan Pambelum, 2008). Agen adalah penerima tanggung jawab dan
principle adalah pemberi tanggung jawab. Teori keagenan dibangun sebagai upaya
untuk memahami dan memecahkan masalah yang muncul manakala ada
ketidaklengkapan informasi pada saat melakukan kontrak. Untuk itu, konsep
akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat dijelaskan menggunakan agency
theory dimana dalam pengertian luas akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban
pihak pemegang amanah dalam hal ini pemerintah (agent) memberikan
pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas
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dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah dalam
hal ini masyarakat.
B. Motivation Theory
French dan Raven, sebagaimana dikutip Stoner, Freeman, dan Gilbert (1995),
Motivasi adalah sesuatu yang mendorong seseorang untuk menunjukkan perilaku
tertentu. Motivation Is the set of forces that cause people to behave in certain ways.
Perilaku yang diharapkan untuk ditunjukkan oleh tenaga kerja diperusahaan tentunya
perilaku yang akan menghasilkan kinerja terbaik bagi perusahaan, dan tentunya
bukan sebaliknya. Kinerja terbaik bagi menurut Griffin (2000) ditentukan oleh 3
faktor, yaitu: (1) motivasi (motivation), yaitu yang terkait dengan keinginanuntuk
melakukan pekerjaan; (2) kemampuan (ablity) yanitu kapabilitas dari tenaga kerja
atau SDM untuk melakukan pekerjaan; (3) lingkungan pekerjaan (the work
environment yaitu sumber daya dan situasi yang dibutuhkan untuk melakukan
pekerjaan tersebut (Sule dan Saefullah, 2005: 235).
Secara garis besar, teori motivasi dikelompokkan kedalam tiga kelompok
yaitu teori motivasi dengan pedekatan isi/kepuasan (Content theory), teori motivasi
dengan pendekatan proses (proces theory) dan teori motivasi dengan pendekatan
penguat (renforcement theory). Motivasi dapat diartikan sebagai kekuatan (energi)
seseorang yang dapat menimbulkan tingkat persistensi dan entusiasmenya dalam
melaksanakan suatu kegiatan, baik yang bersumber dari dalam diri individu itu
sendiri (motivasi intrinsik) maupun dari luar individu (motivasi ekstrinsik). Seberapa
kuat motivasi yang dimiliki individu akan banyak menentukan tehadap kualitas
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perilaku yang ditampilkannya, baik dalam konteks belajar, bekerja maupun dalam
kehidupan lainnya.
Salah satu teori motivasi yakni teori kebutuhan McClelland dikemukkan oleh
David McClelland dan kawan-kawannya. Teori ini berfokus pada tiga kebutuhan,
yaitu:
1. Kebutuhan pencapaian (need for achievment): Dorongan untuk berprestasi
dan mengungguli, mencapai standar-standar, dan berusaha keras untuk
berhasil.
2. Kebutuhan akan kekuatan (need for power): Kebutuhan untuk membuat
oarang lain berpeilaku sedemikian rupa sehingga mereka tidak akan
berperilaku sebaliknya.
3. Kebutuhan hubungan (need for affiliation): Hasrat untuk hubungan antar
pribadi yang ramah dan akrab.
Apa yang tercakup dalam teori yang mengaitkan dengan prestasi seseorang
individu. Menurut model ini, motivasi seorang individu sangat dipengaruhi oleh
berbagai faktor, baik yang bersifat internal maupun eksternal. termasuk pada faktor
internal adalah: Persepsi seseorang mengenai diri sendiri, harga diri, harapan
pribadi, kebutuhan, keinginan, kepuasan kerja, dan prestasi kerja yang dihasilkan.
Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi motivasi seseorang, antara
lain: Jenis dan sifat pekerjaan, kelompok kerja dimana seseorang bergabung,
organisasi tempat bekerja, situasi lingkungan pada umumnya dan sistem imbalan
yang berlaku dan cara penerapannya.
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Motivasi menjadi penting dalam hal kinerja. Kinerja yang baik diperlukan
sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masayarakat.
Maka dari itu, untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat dan pihak-pihak
yang berkepentingan, pemerintah akan termotivasi untuk memperbaiki pengelolaan
keuangan daerah dalam upaya meningkatkan kinerjanya. Hal ini sesuai dengan teori
motivasi yang dikembangkan oleh McClelland dan Abraham H. Maslow tentang
kebutuhan berprestasi. Kebutuhan pemerintah untuk memperoleh prestasi yang baik
dimata masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan akan memotivasi
pemerintah untuk mempertahankan kinerjanya dan meningkatkan kinerjanya jika
tahun lalu masih kurang baik.
C. Otonomi Daerah
Perkataan otonomi berasal dari bahasa Yunani, outonomus, yang berarti
pengaturan sendiri atau pemerintahan sendiri. Menurut Encyclopedia of social
Science, pengertian otonomi adalah: the legal self suffeciency of social body and its
actual independence. Dengan demikian, pengertian otonomi menyangkut dengan dua
hal pokok yaitu: kewenangan untuk membuat hukum sendiri (own laws) dan
kebebasan untuk mengatur pemerintahan sendiri (self government). Berdasarkan
pengertian tersebut, maka otonomi daerah pada hakikatnya adalah hak atau
wewenang untuk mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah otonom. Hak
atau wewenang tersebut meliputi pengaturan pemerintahan dan pengelolaan
pembangunan yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah
(Sjafrizal, 2015: 106).
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Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah
diamandemen dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan
Daerah, definisi otonomi daerah sebagai berikut: “Otonomi daerah adalah hak,
wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan
perundangundangan”.
Undang–undang yang mengatur pelaksanaan otonomi itu sendiri adalah UU
No.32 tahun 2004, yang mana peraturan ini merupakan revisi dari peraturan
sebelumnya yang juga mengatur hal yang sama. Murjana (2016) mengatakan
penetapan undang-undang ini dipandang perlu dalam rangka menghadapi
perkembangan global baik tantangan dari dalam maupun luar. Otonomi daerah ini
memberikan kewenangan yang luas dan nyata dan Pertanggung jawaban pada daerah
secara proporsional dalam bentuk pengaturan, pembagian serta pemanfaatan sumber
daya nasional serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Ini semua harus
dilakukan sesuai prinsip-prinsip demokrasi dalam rangka menjaga keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
Terdapat beberapa elemen penting dari otonomi daerah yang perlu
diperhatikan dalam kaitannya dengan upaya pencapaian (good governance)
kepemerintahan yang baik (Irwan, 2008), diantaranya adalah:
1. Otonomi berhubungan erat dengan demokratisasi (khususnya grass roots
democracy).
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2. Dalam otonomi terkandung makna self-initiative untuk mengambil keputusan
dan memperbaiki nasib sendiri.
3. Karena dalam konsep otonomi terkandung kebebasan dan kemandirian
masyarakat daerah untuk mengambil keputusan dan berprakarsa, berarti
pengawasan atau kontrol dari pemerintah pusat tidak boleh dilakukan secara
langsung yang dapat mengurangi kebebasan masyarakat daerah, atau
menjadikan beban bagi daerah.
4. Daerah otonom harus memiliki power (termasuk dalam sumber-sumber
keuangan) untuk menjalankan fungsi-fungsinya, memberikan pelayanan
publik serta sebagai institusi yang mempunyai pengaruh agar ditaati
warganya.
5. Dalam pelaksanaannya, otonomi daerah tidak hanya dipengaruhi oleh faktor
intern, akan tetapi juga faktor ekstern.
Dapat dikatakan bahwa good governance menunjuk pada proses pengelolaan
pemerintahan melalui keterlibatan stakeholders yang luas dalam bidang ekonomi,
sosial dan politik suatu negara dan pendayagunaan sumber daya alam, keuangan dan
manusia menurut kepentingan semua pihak dengan cara yang sesuai dengan prinsip-
prinsip keadilan, kejujuran, persamaan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.
Pada dasarnya ada tiga alasan pokok mengapa diperlukan otonomi daerah
yang dikemukakan oleh (Hidayat Syarief, 2000) dalam (Sjafrizal, 2015). Pertama,
adalah Political Equality, yaitu guna meningkatkan partisipasi politik masyarakat
pada tingkat daerah. Hal ini penting artinya untuk meningkatkan demokratisasi
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dalam pengelolaan negara. Kedua, adalah Local Accountability yaitu meningkatan
kemampuan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mewujudkan hak dan
aspirasi masyarakat daerah. Hal ini sangat penting artinya dalam rangka
meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial di masing-masing
daerah. Ketiga, adalah Local Responsivenees yaitu meningkatkan respons pemerintah
daerah terhadap masalah-masalah sosial ekonomi yang terjadi didaerahnya. Untur ini
sangat penting bagi peningkatan upaya pembangunan dan peningkatan kesejahteraan
sosial di daerah.
D. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah/agent dan aparatnya untuk
memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan
segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak
pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta
pertanggungjawaban tersebut. Transparansi memberikan informasi keuangan yang
terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat
memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas
pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan
kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (Ismail dkk., 2016).
Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan:
“keuangan daerah adalan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
penye-lenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang
termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak
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dan kewajiban daerah tersebut”. Sedangkan, “pengelolaan keuangan daerah
adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi peren-canaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelapo-ran, pertanggungjawaban, dan pengawasan
keuangan daerah”.
Domai (2002) mengatakan yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan
adalah proses pengurusan, penyeleng-garaan, penyediaan dan penggunaan uang
dalam setiap usaha kerjasama sekelompok orang untuk tercapainya suatu tujuan.
Proses ini tersusun dari pelaksanaan fungsi-fungsi penganggaran pembukuan dan
pemeriksaan atau secara operasional apabila dirangkaikan dengan daerah maka
pengelolaan keuangan daerah adalah yang pelaksanaannya meliputi penyusunan,
penetapan, pelaksanaan pengawasan dan perhitungan anggaran pendapatan dan
belanja daerah.
Pengelolaan keuangan daerah menganut prinsip transparansi, akuntabilitas,
dan value for money. Transparasi merupakan wujud adanya keterbukaan dalam
proses perencanaa, penyusunan dan pelaksanaan anggaran daerah. Dalam prinsip ini,
anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses
anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan bersama, terutama
pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Adapun prinsip akuntabilitasi terkait
dengan pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran, mulai
dari perencanaan, penyusunan, hingga pelaksanaan harus benarbenar dapat
dilaporkandan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat
tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak
menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.
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Andiani (2012) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang baik
perlu ditunjang oleh pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah yang baik agar
penatausahaan keuangan di daerah memiliki akurasi dan akuntabilitas yang tinggi.
Sementara itu, Suoth dkk., (2016) menyatakan bahwa dengan pelaksanaan otonomi
daerah Kabupaten dan Kota, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada ditangan
pemerintah daerah. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah yang baik
diperlukan untuk mengelola dana desentralisasi secara transparan, ekonomis, efisien,
efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Unsur yang paling penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan di daerah adalah cara pengelolaan keuangan daerah secara berdaya
guna dan berhasilguna. Hal tersebut diharapkan agar sesuai dengan aspirasi
pembangunan dan tuntutan masyarakat yang semakin berkembang akhir-akhir ini.
Dilihat dari aspek masyarakat dengan adanya peningkatan pelayanan dan
kesejahteraan masyarakat yang semakin baik maka dapat meningkatnya tuntutan
masyarakat akan pemerintah yang baik, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi
pemerintah untuk bekerja secara lebih efisien dan efektif terutama dalam
menyediakan layanan prima bagi seluruh masyarakat.
Adapun Tujuan dan Prinsip-prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 mengatakan tujuan dari
pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut: 1) accountability, 2) mampu
memenuhi kewajiban keuangan, 3) kejujuran, 4) efectiveness dan effiency, 5)
Pengendalian.
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E. Etika Pemerintahan
Moral menjadi salah satu kunci penting bagi setiap aparat pemerintahan.
Dengan adanya moral yang baik maka kualitas kinerja juga akan semakin baik.
Junedi (2015), mengatakan aparatur yang berkualitas adalah aparatur yang memiliki
kecakapan dan kemampuan. Kemampuan untuk melaksanakan setiap tugas yang
dibebankan kepadanya dengan baik. Hal lainnya adalah mampu memelihara dan
mengembangkan kecakapan dan kemampuannya secara berkesinambungan. Oleh
karena itu, sudah menjadi tugas pimpinan pada setiap organisasi pemerintahan untuk
memelihara dan membina semua aparatur agar dapat lebih berkualitas dalam rangka
pencapaian tujuan. Pengelolaan sumber daya manusia terkait dan mempengaruhi
kinerja instansi pemerintahan dengan cara menciptakan nilai atau menggunakan
keahlian sumber daya manusia yang berkaitan dengan praktek manajemen dan
sasarannya cukup luas, tidak hanya terbatas aparatur pemerintah saja semata, namun
juga meliputi tingkatan pemimpin.
Akuntabilitas serta pertanggungjawaban pemerintah (agent) kepada
masyarakat (principal), Pemerintah memiliki pola prilaku yang wajib dijadikan
sebagai pedoman atau kode etik berlaku bagi setiap aparaturnya. Salindeho (2013),
mengatakan etika dalam pemerintahan harus ditimbulkan dengan berlandaskan pada
paham dasar yang mencerminkan sistem yang hidup dalam masyarakat yang harus
dipedomani serta diwujudkan oleh setiap aparatur dalam hidup bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara. Etika pemerintahan yang terkait proses penyelenggaraan
pemerintahan adalah menyangkut pentingnya melaksanakan tugas dan tanggung,
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mentaati berbagai ketentuan dan peraturan perundang-undangan, melaksanakan
hubungan kerja yang baik, serta menciptakan lingkungan kerja yang kondusif.
Disamping itu aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan
koridor etika pemerintah perlu memberikan pelayanan terbaik khususnya dalam
proses pelayanan public. Dengan demikian dapatlah difahami bahwa konteks dalam
beretika akan menjadi pedoman bagi setiap aparatur pemerintah khususnya dalam
melaksanakan tugasnya.
Ada beberapa alasan mengapa Etika khususnya etika pemerintahan penting
diperhatikan dalam pengembangan pemerintahan yang efisien, tanggap dan
akuntabel, menurut Agus Dwiyanto (2004:16) dalam Salindeho (2013) bahwa:
Pertama, modernitas masyarakat yang semakin meningkat telah melahirkaan
berbagai masalah – masalah publik yang semakin banyak dan komplek dan harus di
selesaikan oleh birokrasi pemerintah. Dalam memecahkan masalah yang berkembang
birokrasi seringkali tidak dihadapkan pada pilihan-pilihan yang jelas seperti baik dan
buruk. Para pejabat birokrasi seringkali tidak dihadapkan pada pilihan yang sulit,
antara baik dan buruk, yang masing-masing memiliki implikasi yang saling
berbenturan satu sama lain.
Kedua, keberhasilan pembangunan yang telah meningkatkan dinamika dan
kecepatan perubahan dalam lingkungan aparatur pemerintah sehingga dapat
berdampak pada capaian kinerja. Dinamika yang terjadi dalam lingkungan tentunya
menuntut kemampuan birokrasi untuk melakukan adjustments agar tetap tanggap
terhadap perubahan yang terjadi dalam lingkungannya. Kemampuan untuk bisa
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melakukan adjustment itu menuntut discretionary power yang besar. Penggunaan
kekuasaan direksi ini hanya akan dapat dicapai dengan baik kalau birokrasi memiliki
kesadaran dan pemahaman yang tinggi mengenai besarnya kekuasaan yang dimiliki
dan implikasi dari penggunaan kekuasaan itu bagi kepentingan masyarakatnya.
Kesadaran dan pemahaman yang tinggi mengenai kekuasaan dan implikasi
penggunaan kekuasaan itu hanya dapat dilakukan melalui pengembangan etika
khususnya Etika Pemerintahan.
F. Falsafah Budaya Nene’ Mallomo Sebagai Etika Pemerintahan
Kultur memiliki beberapa pengertian, kultur merupakan sinonim yang
diturunkan dari kata dalam Bahasa Inggris yang berarti kebudayaan. Kebudayaan
memiliki pengertian sebagai hasil kegiatan dan penciptaan batin (akal, budi, dan
sebagainya) manusia (seperti kepercayaan, kesenian, adat istiadat, dan sebagainya)
misalnya kebudayaan Tiongkok, sejarah dan kebudayaan Indonesia.
Manusia adalah makhluk Tuhan yang dinamis, makhluk Tuhan yang
berkembang, makhluk Tuhan yang mampu beradaptasi dengan perkembangan jaman.
Tetapi, adakalanya manusia statis, terdiam satu titik, tidak mampu bergerak ke titik
yang lain, sehingga mereka tidak mampu berkompetensi dengan yang lain, stagnan.
Kondisi seperti itu, juga terjadi ketika manusia sebagai makhluk berpendidikan
(human educantum). Dalam menjalani proses pendidikan, mereka stagnan, tidak
majumaju, selalu tertinggal dari yang lain. Orang lain mampu mencapai bulan,
sedang mereka hanya mampu menatapnya dari bumi. Hal ini bahkan terjadi dalam
sekumpulan masyarakat (Abdi, 2017). Permasalahan tersebut jika diamati
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berdasarkan teori budaya disebabkan oleh nilai-nilai yang dianut oleh seseorang atau
masyarakat yang kemudian akan termanifestasi dalam bentuk sikap dan perilaku.
Lynch (1997: 2) dalam Syamsiatun dan Wafiroh (2013: 208) menambahkan
bahwa “culture is a system of lifeways, ways of behaving, ways of thinking, ways of
believing, and ways of relating to others”. Budaya merupakan sebuah sistem tentang
cara hidup, cara berperilaku, cara berpikir, cara mempercayai, dan cara berhubungan
dengan orang lain. Oleh karena itu, tidak salah jika dikatakan bahwa budaya yang
menentukan bagaimana cara orang dalam bertindak atau berperilaku, di mana salah
satu unsur pembentuk budaya tersebut adalah nilai-nilai (values).
Falsafah hidup merupakan sebuah prinsip yang mendasar yang harus dimiliki
insane dan individu, tanpa prinsip maka kehidupan orang tersebut laksana kapal yang
terombang ambing ombak ditengah tanpa tujuan yang jelas (Abdullah, 2015).
Didalam Kepustakaan Bugis, untuk terwujudnya permerintahan yang baik, seorang
pemimpin dituntut memiliki 4 kualitas pribadi, sebagaimana banyak diungkap dalam
Lontaraq Bugis, yaitu Maccai na Malempu; Waraniwi na Magetteng (Cendekia lagi
Jujur, Berani lagi Teguh dalam Pendirian) (Adil, 2015).
Salah seorang pemimpin bugis yang dalam Sejarah Sidenreng Rappang Abad
XVI, dikenal memiliki empat kualitas pribadi tersebut adalah La Pagala Nene'
Malomo. Salah satu petuah dari Nene' Mallomo mengatakan bahwa orang Sidrap
harus mempunyai sifat Macca, Malempu, Warani na Magetteng. Beberapa unsur
pokok dari falsafah ini menjadi sebuah kunci utama dalam memaknainya pada sektor
pemerintahan yaitu:
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1. Macca (kepintaran/kecerdasan)
Kecerdasan atau kepintaran adalah istilah umum yang digunakan untuk
menjelaskan sifat pikiran yang mencakup sejumlah kemampuan, seperti kemampuan
menalar, merencanakan, memecahkan masalah, berpikir abstrak, memahami
gagasan, menggunakan bahasa, dan belajar. Kecerdasan erat kaitannya dengan
kemampuan kognitif yang dimiliki oleh individu. Goleman dalam Tjun dkk. (2009),
menyimpulkan bahwa kecerdasan intelektual bukan faktor dominan dalam
keberhasilan seseorang, terutama dalam dunia bisnis maupun sosial. Menurut
Goleman banyak sarjana yang cerdas dan saat kuliah selalu menjadi bintang kelas,
namun ketika masuk dunia kerja menjadi anak buah teman sekelasnya yang prestasi
akademiknya pas-pasan.
Goleman menyimpulkan bahwa keberhasilan hidup lebih banyak ditentukan
oleh kecerdasan emosional, yaitu aspek-aspek yang berkaitan dengan kepribadian,
yang terdiri dari empat unsur pokok, yaitu: Pertama, kemampuan seseorang
memahami dan memotivasi potensi dirinya; Kedua, memiliki rasa empati yang tinggi
trehadap orang lain; Ketiga, senang bahkan mendorong anak buah sukses, tanpa
merasa dirinya terancam; Keempat, asertif yaitu terampil menyampaikan pikiran dan
perasaan dengan baik, lugas, dan jelas tanpa harus membuat orang lain tersinggung.
Kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional hendaknya dimiliki oleh setiap
orang khususnya aparatur pemerintah daerah dalam kaitannya dengan akuntabilitas
pengelolaan keuangan daerah.
34
Kecerdasan juga dijelaskan dalam Q.S. Al-Mujaadilah/58:11 yang berbunyi:
                          
               
     
Terjemahnya:
Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-
lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi
kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka
berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di
antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.
dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-
Mujaadilah/58:11)
Ayat diatas menjelaskan keutamaan orang-orang beriman dan berilmu
pengetahuan. Ayat ini menegaskan bahwa orang yang beriman dan berilmu
pengetahuan akan diangkat derajatnya oleh Allah Swt. Mengapa orang yang beriman
dan berilmu pengetahuan akan diangkat derajatnya? Sudah tentu, orang yang
beriman dan memiliki ilmu pengetahuan luas akan dihormati oleh orang lain, diberi
kepercayaan untuk mengendalikan atau mengelola apa saja yang terjadi dalam
kehidupan ini. Ini artinya tingkatan orang yang beriman dan berilmu lebih tinggi di
banding orang yang tidak berilmu. Akan tetapi perlu diingat bahwa orang yang
beriman, tetapi tidak berilmu, dia akan lemah. Oleh karena itu, keimanan seseorang
yang tidak didasari atas ilmu pengetahuan tidak akan kuat. Begitu juga sebaliknya,
orang yang berilmu, tetapi tidak beriman, ia akan tersesat. Karena ilmu yang dimiliki
bisa jadi tidak untuk kebaikan sesama.
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Seorang cerdas yang tidak jujur akan lebih berbahaya daripada seorang bodoh
yang tidak jujur. Dalam hubungan ini, sangat tercela keadaan seseorang yang bodoh.
Ungkapannya ialah maloppo tedong, artinya jangan sampai terjadi hanya bermodal
badan besar, tetapi bodoh. Indikator orang bodoh itu ialah memperturutkan hawa
nafsu, yang berarti tidak mempergunakan akal sehat. Ungkapannya, “Turuki
inapessu, padai tonangie lopi sebbok.” Artinya, memperturutkan hawa nafsu berarti
menumpang pada perahu bocor. Termasuk orang cerdas adalah orang yang penuh
perhitungan. Dikatakan dalam ungkapan, matemua matutue, matepi dua tellu
massola-solae. Artinya, orang yang cerdas, yaitu orang yang penuh dengan
perhitungan dengan keadaan (cermat). Artinya ia akan mendapatkan musibah juga
(mengikuti takdir masing-masing), tetapi setelah dua-tiga orang bodoh (ceroboh)
tertimpa musibah.
Dunia usaha juga terdapat nasihat yakni, “Narekko maelokko madeceng ri
jamajamammu, attangngako ri bate lak-e. Ajak muolai bate lak-e sigaru-garue.
Apabila hendak berhasil dalam pekerjaan, hendaklah engkau memperhatikan jejak
langkah orang; jangan sampai mengkikuti jejak langkah yang kacau-balau.
Ungkapan ini menekankan pentingnya seseorang belajar pada pengalaman orang
yang berhasil, di samping mempelajari sebab-sebab orang mengalami kegagalan
usaha agar tidak terperosok pada keburukan yang sama. Dalam hubungan itu, ada
dua jenis jejak langkah yang tidak boleh diikuti, yaitu jejak kaki penyadap nira
(enau) dan pembuat gula merah. Dikatakan dalam ungkapan, “Dua laleng
tempedding riola, yanaritu lalenna passarie enrengnge lalenna paggollae.” Jejak
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kaki penyadap nira tidak boleh diikuti karena berlikaliku, dari pohon yang satu ke
pohon yang lain dan dari pelepah yang satu ke pelepah yang lain, yang bermakna
‘menghalalkan semua cara untuk mencapai tujuan’. Adapun jejak pembuat gula
merah tidak boleh diikuti karena dinilai kurang memperhatikan masalah kebersihan.
Indikator orang cerdas ialah “Ripariajangngi riajangne, riparialaui alaue,
riparimaniangngi maniangnge, ri pariasei ri asek-e, ri pariawai ri awae.” Artinya,
sesuatu yang seyogianya berada di barat, tempatkanlah ia di barat; sesuatu yang
seyogianya berada di timur, tempatkanlah ia di timur; sesuatu yang seyogianya
berada di selatan, tempatkanlah ia di selatan; sesuatu yang seyogianya berada di atas,
tempatkanlah ia di atas, begitu pula sesuatu yang seyogianya berada di bawah,
tempatkanlah ia di bawah.” Dalam bahasa Inggris terdapat ungkapan “the right man
in the right place”. Penempatan orang yang tepat di tempat yang tepat. Tudangi
tudangengmu, artinya duduki tempat dudukmu. Inilah ciri orang cerdas, dia arif-
bijaksana, dia juga tahu diri; artinya, dia ‘tahu tingginya gunung’.
2. Mallempu (Kejujuran)
Kejujuran mengacu pada aspek karakter, moral dan berkonotasi atribut
positif dan berbudi luhur seperti integritas, kejujuran, dan keterusterangan, termasuk
keterusterangan pada perilaku, dan beriringan dengan tidak adanya kebohongan,
penipuan, perselingkuhan, dll. Selain itu, kejujuran berarti dapat dipercaya, setia,
adil, dan tulus.
Fadillah (2012) mengatakan seseorang yang telah menghayati nilai kejujuran
akan terdorong untuk bersikap dan bertindak jujur kepada orang lain bahkan terhadap
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dirinya sendiri, karena pada dirinya telah tertanam system nilai dan keyakinan
system, yang mengharuskannya untuk berperilaku jujur. Bahwan nilai jujur tidak lagi
dipandang sebagai harga material, yang hanya sebatas kebutuhan hidup saja. Tetapi
nilai jujur sudah menjadi harga immaterial, sehingga telah menjadi esensi hidup yang
akan melekat pada diri yang tidak lekang oleh kondisi dan waktu.
Manyikapi secara kritis, begitu pentingnya menumbuh kembangkan nilai
kejujuran, karena merupakan kensekuensi logis dari keberadaan (eksistensi) serta
hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya, manusia berada pada jaringan
interaksi interdependensi dengan sesame manusia yang diatur dalam pola-pola
jaringan norma yang diajabarkan dari nilai yang hidup serta beroperasi disatu
kelompok masyarakat. Dalam hubunan sesame manusia, kejujuran yang melekat
pada masing-masing pribadi akan menjadikan diri tenang, karena tidak jujur akan
mengantar pada kegelisahan. Kejujuran juga membawa keberkahan. Demikian juga
akan menjadi pangkat segala kebaikan. Kebaikan akan mengantar pada kebenaran.
Sesuai kitab suci Al-Qur’an pengertian “jujur” terkandung dalam Q.S. Al-
Maa-idah/05:08 yang berbunyi:
                       
                   
 
Terjemahnya:
“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang
selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan
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janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu
untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada
takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha
mengetahui apa yang kamu kerjakan”.(Q.S. Al-Maai-dah/05:08)
Berdasarkan ayat tersebut maka pengertian jujur (kejujuran) akan tercermin
dalam perilaku yang diikuti dengan hati yang lurus (ikhlas), berbicara sesuai dengan
kenyataan, berbuat sesuai bukti dan kebenaran. Bukan karena kepentingan pribadi
dan duniawi. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki
keadilan, bahkan jika kamu bersaksi untuk kepentingan oang dekatmu, maka kamu
pun harrus bersaksi terhadapnya meskipun merugikannya begitu pun sebaliknya.
Dengan demikian kejujuran merupakan salah satu unsur kekuatan spiritual, akhlak
mulia, serta kepribadian.
Kejujuran dalam Bahasa Bugis tersedia ungkapan untuk mewujudkan
karakter orang jujur pada kalangan orang Bugis, yaitu “Duami kuala sappo yanaritu
belo-belona kanukue sibawa unganna panasae. Artinya, dua saja kujadikan pagar,
yaitu cat kuku dan bunga nangka. Cat kuku itu ialah pacci [paccing] dan bunga
nangka itu ialah lempu [lempuu]. Dalam aksara Lontara kata pacci [paccing] dapat
dibaca pacci dan dapat pula dibaca paccing. Dalam hal ini lafal kedua yang
digunakan, yaitu paccing artinya ‘kebersihan’. Kemudian tulisan aksara Lontara
lempu [lempuu] dapat dilafalkan lempu dan lempuu. Dalam hal ini, lafal kedua yang
dituju, yaitu lempuu artinya kejujuran. Dengan demikian, pagar diri orang Bugis ada
dua, yaitu bersih dan jujur. Artinya, orang Bugis menjaga citra diri sebagai orang
bersih dan jujur.
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Ungkapan lain ialah “Ajak mupoloi olona tauwee. Artinya, jangan kamu
memotong/ mengambil hak orang lain. Adapun nilai kejujuran itu dinyatakan dalam
ungkapan, “Iyaro lempue padai awo monangnge ri tengnga dolangeng; ritenrek-i
ponna, mompoo-i cappakna, ritenrek-i cappakna, mompoo-i ponna. Artinya,
kebenaran itu bagaikan bambu ditengah lautan, kalau pangkalnya ditekan ujungnya
muncul, kalau ujungnya ditekan pangkalnya muncul. Maksudnya, orang jujur itu
pasti muncul di permukaan, ia tidak akan hidup dalam kerugian sepanjang masa.
Kebenaran dan kebaikan mesti memihak padanya.
3. Warani (Berani)
Berani berarti mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar
dalam menghadapi bahaya maupun kesulitan. Berani juga berarti tidak takut (gentar,
kecut). Berani menegakkan kebenaran artinya tetap konsisten menyampaikan
kebenaran walaupun mengtahui resikonya sangat tinggi. Sifat berani yang dalam
bahasa arab disebut “Syaja’ah” dapat dibedakan menjadi dua yaitu Syaja’ah
Harbiah dan Syaja’ah Nafsiah. Syaja’ah Harbiah bekaitan dengan keberanian maju
kemedan pertemuran, sedangkan Syaja’ah Nafsiah berkaitan dengan keberanian
untuk menyampaikan kebenaran. Berani karena benar, takut karena berbuat salah.
Di antara wasiat-wasiat (pesan-pesan) Rasulullah Saw adalah:
 ﻰِﻠﯿِﻠَﺧ ﻰِﻧَﺮََﻣأ َلﺎَﻗ ٍَّرذ ﻰَِﺑأ ْﻦَﻋ-ﷺ - ﻰِﻧَﺮََﻣأَو ْﻢُﮭْﻨِﻣ ُِّﻮﻧﱡﺪﻟاَو ِﻦﯿِﻛﺎَﺴَﻤْﻟا ِّﺐُﺤِﺑ ﻰِﻧَﺮََﻣأ ٍﻊْﺒَﺴِﺑ
 ْنِإَو َﻢِﺣ ﱠﺮﻟا َﻞَِﺻأ َْنأ ﻰِﻧَﺮََﻣأَو ﻰِﻗْﻮَﻓ َﻮُھ ْﻦَﻣ ﻰَﻟِإ َﺮُﻈَْﻧأ َﻻَو ﻰِﻧُود َﻮُھ ْﻦَﻣ ﻰَﻟِإ َﺮُﻈَْﻧأ َْنأ
 َأ ﻰِﻧَﺮََﻣأَو ا ﺮُﻣ َنﺎَﻛ ْنِإَو ِّﻖَﺤْﻟﺎِﺑ َلُﻮَﻗأ َْنأ ﻰِﻧَﺮََﻣأَو ًﺎﺌْﯿَﺷ ًاﺪََﺣأ ََلﺄَْﺳأ َﻻ َْنأ ﻰِﻧَﺮََﻣأَو ْتَﺮَﺑْد
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 ِ ﱠ ﺎِﺑ ﱠﻻِإ َة ﱠُﻮﻗ َﻻَو َلْﻮَﺣ َﻻ ِلَْﻮﻗ ْﻦِﻣ َﺮِﺜُْﻛأ َْنأ ﻰِﻧَﺮََﻣأَو ٍﻢَِﺋﻻ َﺔَﻣْﻮَﻟ ِ ﱠ  ﻰِﻓ َفﺎََﺧأ َﻻ َْنأ
 ﱠِﻧﺈَﻓ ِشْﺮَﻌْﻟا َﺖَْﺤﺗ ٍﺰْﻨَﻛ ْﻦِﻣ ﱠﻦُﮭ
Terjemahnya:
“Dari Abu Dzaar, ia berkata, “Kekasihku Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa
sallam memerintahkan tujuh hal padaku :(1) mencintai orang miskin dan
dekat dengan mereka. (2) beliau memerintah agar melihat pada orang di
bawahku (dalam hal harta) dan janganlah lihat pada orang yang berada di
atasku. (3) beliau memerintahkan padaku untuk menyambung tali silaturahim
(hubungan kerabat) walau kerabat tersebut bersikap kasar. (4) beliau
memerintahkan padaku agar tidak meminta-minta pada seorang pun. (5)
beliau memerintahkan untuk mengatakan yang benar walau itu pahit. (6)
beliau memerintahkan padaku agar tidak takut terhadap celaan saat
berdakwa di jalan Allah. (7) beliau memerintahkan agar memperbanyak
ucapan “laa hawla wa laa quwwata illa billah” (tidak ada daya dan upaya
kecuali dengan pertolongan Allah), karena kalimat tersebut termasuk
simpanan di bawah ‘Arsy”. (HR. Ahmad 5:159).
Hadits dalam poin (5) diatas menjelaskan bahwa kita haruslah berani dalam
hal kebenaran. Berani dalam hal kejujuran. Katakanlah apa yang hak meskipun
akibatnya akan terasa pahit. Dalam kaitannya pengelolaan keuangan daerah, aparat
pemerintah daerah dituntut untuk memiliki keberanian dalam melakukan
pekerjaannya. Berani dalam hal ini yaitu berani dalam hal kebenaran. Walaupun
keberanian saja tidak cukup tapi harus disertai dengan keteguhan dalam pendirian.
Orang yang berani tetapi tidak cendekia dan teguh dalam pendirian dapat disebut
orang nekad.
Membentuk sifat berani dalam bahasa Bugis, tersedia ungkapan “Tuppui
naterri, turungngi namacawa (Waktu mendaki dia menangis; waktu menurun dia
tertawa). Ungkapan ini bermakna bahwa seseorang harus siap dengan segala kondisi.
Artinya keberanian harus diuji dalam kondisi nyaman dan tidak nyaman. Ungkapan
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lain lagi menyatakan, “Pura babbarak sompekku, pura tangkisi golikku, ulebbirenni
tellenge natowalie.” Layarku sudah berkembang, kemudiku sudah terpasang, lebih
kusukai tenggelam daripada harus kembali. Ini contoh nilai keberanian para pelaut
Bugis. Contoh yang lain yang sepadan ialah ialah Taroi telleng linoe, tellaing
pesonaku ri masagalae (Biarpun dunia terbenam; sudah tidak akan bergeser
tawakalku kepada Yang Mahagaib).
4. Magetteng (Konsisten)
Magetteng memiliki arti Konsisten atau berpendirian teguh. Konsisten adalah
melakukan suatu kegiatan secara terus menerus dengan tekun dan benar tanpa keluar
dari jalur/batasan batasan yang telah di tentukan maupun sesuai dengan ucapan yang
telah dilontarkan. Konsisten salah satu sikap dari manusia yang sifatnya adalah untuk
memegang teguh suatu prinsip atau pendirian dari segala hal yang telah di tentukan.
Membentuk atau menghasilkan karakter orang teguh, tersedia ungkapan
seperti “taro ada, taro gau”. Terjemahan lurusnya ialah menaruh tutur; menaruh
perbuatan. Ungkapan bahasa Indonesia yang sepadan ialah “satu kata dengan
perbuatan”. Dari sini diketahui bahwa karakter budaya orang Bugis ialah ia
mengerjakan apa yang dikatakannya atau ia mengatakan apa yang sanggup
dikerjakannya. Ungkapan tersebut sepadan dengan ungkapan “Iya ada, iuya gau atau
ada na gau” maksudnya bagaimana perkataaannya begitu perbuatannya. Sikap teguh
yang harus ada pada penguasa, misalnya dalam ungkapan “Adek-e temmakkeanak,
temmakkeeppo. Adat (hukum) tidak beranak; tidak bercucu. Artinya, hokum mesti
ditegakkan tanpa memandang bulu. Satu ungkapan lagi yang menunjukkan perlunya
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terdapat keselerasan antara perkataan dan perbuatan serta sikap, yaitu “Sadda
mappabatii ada, ada mappabatii gau, gau mappabatii tau.” Artinya, tuturan
membentuk perkataan, perkataan membentuk perbuatan, dan perbuatan
menghasilkan karakter manusia.
Karakter dan kepribadian tidak identik. Kepribadian diperoleh secara nature,
sedangkan karakter diperoleh secara nature dan nurture; kepribadian bersifat
konseptual, sedangkan karakter bersifat operasional; kepribadian merupakan
kapasitas, sedangkan karakter merupakan realitas; kepribadian bersifat statis,
sedangkan karakter bersifat dinamis. Karakter menjadi nilai intrinsik yang melandasi
sikap dan perilaku individu sehingga berbentuk unik, menarik, dan dapat dibedakan
dengan orang lain. Perbedaan itu dapat diibaratkan dengan huruf-huruf dalam
alfabetis yang antara satu dengan lainnya tak ada yang sama. Karakter harus
dibentuk, ditumbuhkembangkan, dan ditegakkan.
Seorang manusia seharusnya berkarakter, karena demikian pentingnya
karakter itu sehingga pepatah mengatakan: “if there is no more character every thing
is lost”. Menjadi permasalahan sekarang ini bagaimana proses penentuan Etika
dalam pemerintahan itu sendiri, siapa yang akan mengukur seberapa jauh etis atau
tidak, bagaimana dengan kondisi saat itu dan tempat daerah tertentu yang
mengatakan bahwa itu etis saja di daerah kami atau dapat dibenarkan, namun
ditempat lain belum tentu benar. Nilai-nilai etika yang hidup dan berlaku dalam suatu
masyarakat, bukanlah sekedar menjadi keyakinan pribadi bagi para anggotanya, akan
tetapi juga menjadi seperangkat norma yang terlembagakan. Dengan kata lain, suatu
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nilai etika harus menjadi acuan dan pedoman bertindak yang membawa akibat dan
pengaruh secara moral.
Ketika kenyataan yang kita inginkan jauh dari harapan kita, maka pasti akan
timbul kekecewaan, begitulah yang terjadi ketika kita mengharapkan agar para
aparatur pemerintah bekerja dengan penuh rasa tanggungjawab, kejujuran dan
keadilan dijunjung, sementara dalam kenyataannya justru yang terjadi mereka sama
sekali tidak bermoral atau beretika, maka disitulah kita mengharapkan adanya aturan
yang dapat ditegakkan yang menjadi norma atau rambu-rambu dalam melaksanakan
tugasnya. Sesuatu yang kita inginkan itu adalah Etika yang perlu diperhatikan oleh
aparatur pemerintah. Maka dari itu, falsafah budaya Nene Mallomo ini dapat
dijadikan sebagai etika pemerintahan dalam hal kaitannya dengan pengelolaan
keuangan daerah khususnya di Kabupaten Sidrap.
G. Nilai Falsafah Budaya Nene’ Mallomo dalam Kaitan Pencapaian Kinerja
Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab Sidrap
Hal penting yang harus diperhatikan dalam pengelolaan keuangan daerah
adalah kinerja aparatur pemda. Sudaryanti (2013) mengatakan Suatu bisnis
(organisasi) seharusnya memiliki pengukuran kinerja yang benar-benar menunjukkan
tingkat kinerja yang dicapai, serta mampu menunjukkan seberapa berhasil
pencapaian tujuan pada tiap level. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
merupakan salah satu bagian isu kebijakan yang strategis di Indonesia saat ini karena
perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdampak pada upaya
terciptanya good governance. Menurut Santoso dan Pambelum (2008), Rendahnya
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akuntabilitas kinerja instansi-instansi Pemerintah di Indonesia selama ini disebabkan
oleh banyak faktor, salah satu faktornya adalah maraknya praktek fraud yang terjadi
diberbagai instansi Pemerintah.
Kinerja keuangan merupakan tingkat pencapaian suatu target kegiatan
keuangan pemerintah daerah yang diukur melalui indikator-indikator keuangan yang
dapat dinilai dari hasil pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD).
QS.  Al-Hasyr/59:8 juga dijelaskan sebegai berikut:
                   
    
Terjemahnya:
“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah
Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok
(akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha
mengetahui apa yang kamu kerjakan”.(Q.S. Al-Hasyr/59:8).
Ayat tersebut sudah sangat jelas bahwa hendaklah setaip manusia
memperhatikan apa yang telah diperbuatnya. Iman ialah kepercayaan. Takwa ialah
pemeliharaan hubungan dengan Tuhan. Oleh sebab itu semata-mata Iman atau
percaya saja belumlah cukup, sebelum dilengkapi dengan mempercepat hubungan
dengan Tuhan. Keikhlasan batin kepada Ilahi tawakkal berserah diri, ridha menerima
ketentuan-Nya, syukur menerima nikmatNya, sabar menerima percobaanNya,
semuanya itu didapat karena adanya takwa. Memperteguh ibadat kepada Allah
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sebagai sembahyang, puasa, zakat dan sebagainya, semuanya itu apalah
menyuburkan takwa. Terutama lagi selain dari mengingat Allah, hendaklah ingat
pula bahwa hidup ini hanya semata-mata singgah saja. Namun akhirnya hidup di
dunia ditutup dengan mati, dan di akhirat amal kita akan dipertanggungjawabkan di
hadapan Tuhan.
Selain itu, terdapat sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan
Muslim:
 ِبﺎﱠﻄَﺨْﻟا ِﻦْﺑ َﺮَﻤُﻋ ْﻦَﻋ - ُﮫْﻨَﻋ ُﷲ َﻲِﺿَر - :ِﺮَﺒْﻨِﻤْﻟا ﻰَﻠَﻋ َلﺎَﻗ ُﮫﱠَﻧأ ِﷲ َلﻮُﺳَر ُﺖْﻌِﻤَﺳ -
 َﻢﱠﻠَﺳَو ِﮫْﯿَﻠَﻋ ُﷲ ﻰﱠﻠَﺻ– :ُلُﻮﻘَﯾ » ْﻦََﻤﻓ ،ىَﻮَﻧ ﺎَﻣ ٍئِﺮْﻣا ِّﻞُﻜِﻟ ﺎَﻤﱠِﻧإَو ،ِتﺎﱠِّﯿﻨﻟﺎِﺑ لﺎَﻤَْﻋﻷا ﺎَﻤﱠِﻧإ
 ُُﮫﺗَﺮْﺠِھ ْﺖَﻧﺎَﻛ ْﻦَﻣ و ِﮫِﻟﻮُﺳَرَو ِ ﱠ  ﻰَﻟِإ ُُﮫﺗَﺮْﺠِﮭَﻓ ،ِﮫِﻟﻮُﺳَرَو ِ ﱠ  ﻰَﻟِإ ُﮫﺗَﺮْﺠِھ ْﺖَﻧﺎَﻛ ﺎَﯿُْﻧد ﻰَﻟِإ
 ِﮫَْﯿﻟِإ َﺮَﺟﺎَھ ﺎَﻣ ﻰَﻟِإ ُُﮫﺗَﺮْﺠِﮭَﻓ ﺎَﮭُﺤِﻜْﻨَﯾ ٍَةأَﺮْﻣا ﻰَﻟِإ َْوأ ﺎَُﮭﺒﯿُِﺼﯾ «ﻢﻠﺴﻣ و يرﺎﺨﺒﻟا هاور
Terjemahnya:
“Dari Umar bin Khattab radhiallahu ‘anhu, bahwa beliau berkhotbah di atas
mimbar, “Saya mendengar Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,
‘Sesungguhnya, amal itu hanya dinilai berdasarkan niatnya, dan
sesungguhnya pahala yang diperoleh seseorang sesuai dengan niatnya.
Barang siapa yang niat hijrahnya menuju Allah dan Rasul-Nya maka dia
akan mendapat pahala hijrah menuju Allah dan Rasul-Nya, dan barang siapa
yang hijrahnya dengan niat mendapatkan dunia atau wanita yang ingin
dinikahi maka dia hanya mendapatkan apa yang dia inginkan.’” (HR. Al-
Bukhari, no. 1 dan Muslim, no. 1907).
Maksud dari hadits diatas yaitu segala sesuatuanya yang diawali dengan niat
yang baik akan mencapai tujuan yang bauk pula. Niat adalah tolak ukur suatu
amalan; diterima atau tidaknya tergantung niat dan banyaknya pahala yang didapat
atau sedikit tegantung niat. Niat adalah perkara hati yang urusannya sangat penting.
Niat untuk melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya dengan penuh kejujuran dan
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profesionalitas harus ada dalam setiap individu khususnya aparatur pemerintah
daerah dalam kaitannya pengelolaan keuangan.
Putra (2012) menjelaskan bahwa penghargaan serta hukuman yang belum
berjalan secara maksimal membangun celah serta kebiasaan para aparatur untuk
melakukan tindakan di luar prosedur yang ada. Profesionalitas aparatur dalam unit
kerja pelayanan diperlakukan dan begitu juga dengan aparatur yang bekerja dijajaran
struktural. Kinerja pelayanan pada masyarakat seharusnya disesuaikan dengan
prosedur dan sumpah menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), sehingga tidak ada lagi
embel-embel uang pelicin. Hal ini menunjukkan tidak adanya komitmen moral
aparatur dan kurangnya profesionalisme aparatur setiap menjalankan tugas dalam
melayani masyarakat.
Selain kinerja pelayanan diperlukan untuk mencapai pembangunan disuatu
negara, juga diperlukan adanya pembiayaan dengan sistem pembagian keuangan
yang adil, proporsional demokratis transparan dan efisian. Pembiayaan suatu daerah
diperoleh dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang disusun setiap
tahun oleh pemerintah daerah beserta satuan kerjanya guna memenuhi pelayanan
publik. Sehingga penting bagi pemerintah daerah untuk menaruh perhatian yang
lebih besar terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan
daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi prinsip
value for money serta partisipatif, transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan dapat
mendorong pertumbuhan ekonomi serta kemandirian suatu daerah. Dengan demikian
maka suatu daerah yang kinerja keuangannya dinyatakan baik maka berarti daerah
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tersebut memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi
daerah.
Memberdayakan dan meningkatkan perekonomian daerah adalah
berhubungan dengan upaya untuk menciptakan kemampuan membiayai diri sendiri
sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah. Di samping itu kemampuan
membiayai penyelenggaraan pemerintahan sendiri juga harus memperhatikan
kemampuan sumber daya daerah-daerah lainnya yang tidak merata sehingga sistem
pembiayaan daerah pun harus dapat dilaksanakan secara adil, artinya terhadap
daerah-daerah yang kurang mampu perlu diperhatikan dengan perimbangan yang
proporsional-rasional yang disusun dan ditentukan secara terbuka dengan melibatkan
partisipasi masyarakat.
Dilihat dari uraian tersebut di atas jelas terlihat bahwa pentingnya prinsip
good governance dimasukan dalam penyusunan anggaran yang terkait pula dengan
pengelolaan keuangan daerah. Untuk itu, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah
kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada dasarnya buah pikiran yang melatarbelakangi
terbitnya peraturan PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
adalah keinginan untuk mengelola keuangan negara dan daerah secara efektif dan
efisien. Ide dasar tersebut tentunya ingin dilaksanakan melalui tata kelola
pemerintahan yang baik yang memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi,
akuntabilitas, dan partisipatif. Dengan dibangunnya sistem pengelolaan keuangan
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daerah yang berorientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan good
governance.
Dilihat dari aspek masyarakat dengan adanya peningkatan pelayanan dan
kesejahteraan masyarakat yang semakin baik maka dapat meningkatnya tuntutan
masyarakat akan pemerintah yang baik, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi
pemerintah untuk bekerja secara lebih efisien dan efektif terutama dalam
menyediakan layanan prima bagi seluruh masyarakat. Untuk itu perlu ditanamkan
nilai-nilai falsafah budaya bugis sidrap yaitu Maccai na Malempu; Waraniwi na
Magetteng dalam setiap individu terutama aparatur pemerintah daerah untuk
meningkatkan kinerja dalam rangka efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan
daerah menuju kesejahteraan yang lebih baik lagi.
H. Rerangka Pemikiran
Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan
pengawasan keuangan daerah. Penelitian ini menitikberatkan pada pembahasan
mengenai kinerja pengelolaan keuangan daerah. Kinerja aparatur pemerintah daerah
dalam mengelola keuangan daerah harus lebih dimaksimalkan karena pemerintah
sebagai pihak agen harus memberikan pertanggung jawaban kepada principal dalam
hal ini masyarakat. Kinerja aparatur pemerintah daerah harus dibarengi dengan
norma dan etika. Etika merupakan kesediaan jiwa akan kesusilaan atau kumpulan
dari peraturan kesusilaan. Etika merupakan aturan yang turut mengatur perilaku
seseorang dalam bertindak dan memainkan perannya sesuai dengan aturan main yang
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ada dalam masyarakat agar dapat dikatakan tindakan bermoral. Sesuai dengan
moralitas dan peilaku masyarakat setempat, etika dapat dianggap penting dalam
penyelenggaraan pemerintah.
Masalah yang ada dalam peneyelenggaraan pemerintah semakin lama
semakin kompleks. Untuk itu, etika dalam pemerintahan harus ditimbulkan dengan
berlandaskan pada paham dasar yang mencerminkan sistem yang hidup dalam
masyarakat yang harus dipedomani dan diwujudkan oleh setiap aparatur. Maka
falsafah budaya Nene’ Mallomo menjadi penting diterapkan dalam setiap individu
khususnya aparatur pemerintah daerah. Diharapkan dengan diterapkannya falsafah
tersebut sebagai pegangan hidup para aparatur pemda menjadikan pengelolaan
keuangan daerah menjadi lebih efisien, efektif, ekonomis, transparan dan akuntable.
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Alur penelitian ini, digambarkan paradigma penelitian sebagai berikut:
Gambar 1: Rerangka Pemikiran
OTONOMI
DAERAH
Agency Theory Motivation
Theory
Etika
Pemerintahan
Falsafah Budaya
Nene’ Mallomo
Akuntabilitas Pengelolaan
Keuangan Daerah
MagettengWaraniMalempuMacca
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis dan Lokasi Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif.  Meleong, (1996: 106) dalam
Salindeho (2013), mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian
ilmiah, yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara
alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara
peneliti dengan fenomena yang diteliti. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif
peneliti adalah sebagai sumber instrument yakni sebagai pengumpul data secara
langsung. Data yang diteliti dapat mengalir apa adanya (alamiah) tanpa adanya
seting-seting. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif dapat diperlukan informan.
Antara informan dan peneliti memiliki hubungan yang sangat erat, karena tanpa
informan penulis tak akan banyak mendapatkan informasi yang mengalir masuk
khususnya dalam mendapatkan data yang akurat dan terpercaya.
Berdasarkan sejarah sosial, pendekatan kualitatif dibangun berdasarkan
tradisi pemikiran jerman yang lebih banyak mengadopsi pemikiran filsafat Plato
yang humaris. Karena itu Pluto memandang manusia sebagai manusia, bahkan Pluto
terlebih melihat manusia dipengaruhi oleh rasionya, karena itu manusia memilki
idealisme (Bungin, 2007: 3). Penelitian kualitatif adalah peneliti yang memilki
tingkat kritisme yang lebih dalam semua proses penelitian. Pandangan-pandangan
Kant bahwa kritisme adalaha buah kerja rasio dan empiris seseorang, akan sangat
membantu peneliti kualitatif membuka seluas-luasnya medan misteri, dengan
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demikian filsafat kritisme menjadi dasar yang kuat dalam seluruh proses penelitian
kualitatif (Bungin, 2007: 5).
Berdasarkan tujuan yang ada, penelitian ini merupakan penelitian yang
menggunakan paradigma kualitatif yang menekankan pada pemahaman mengenai
masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas. Adanya
sistem desentralisasi fiskal menuntut aparatur pemda untuk memiliki kepandaian dan
jujur dalam melaksanakan tugasnya, berpendirian teguh dalam kebenaran, dan tidak
terpengaruh dari pihak lain, hal ini sesuai dengan falsafah budaya sidrap yaitu
Maccai na Malempu, Waraniwi na Magetteng. Konsep yang diangkat dalam
penelitian ini merupakan salah satu konsep masyarakat bugis dalam kehidupan
sehari-hari yang juga menjadi reabilitas dalam suku Bugis. Dengan demikian
penelitian dengan jenis kualitatif dianggap mampu untuk menjelaskan kondisi
tersebut.
Penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai objek atau informan yang
akan diteliti. Dimana objek atau informan tersebut terdiri dari personil-personil yang
bekerja di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
B. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi dengan menggunakan
paradigma kritis. Etnografi digunakan untuk meneliti perilaku-perilaku manusia
berkaitan dengan perkembangan teknologi komunikasi dalam setting sosial dan
budaya tertentu. Metode penelitian etnografi dianggap mampu menggali informasi
secara mendalam dengan sumber-sumber yang luas. Dengan teknik “observatory
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participant”, etnografi menjadi sebuah metode penelitian yang unik karena
mengharuskan partisipasi peneliti secara langsung dalam sebuah masyarakat atau
komunitas sosial tertentu. Metode etnografi telah membuktikan bahwa sebagai
metode penelitian kualitatif, ia mampu melakukan analisis yang lebih mendalam
serta menyajikan refleksi kritis secara detil dalam lingkup mikro sebuah kehidupan
manusia.
Istilah Etnografi sebenarnya merupakan istilah antropologi. Etnografi yang
kemudian diartikan sebagai deskripsi tentang bangsa-bangsa berasal dari kata ethnos
dan graphein. Ethnos berarti bangsa atau suku bangsa, sedangkan graphein adalah
tulisan atau uraian. Roger M. Keesing (1989: 250) mendefinisikannya sebagai
pembuatan dokumentasi dan analisis budaya tertentu dengan mengadakan penelitian
lapangan. artinya, dalam mendeskripsikan suatu kebudayaan seoarang etnografer
(peneliti etnografi) juga menganalisis. Jadi, bisa disimpulkan bahwa etnografi adalah
pelukisan yang sistematis dan analisis suatu kebudayaan kelompok, masyarakat atau
suku bangsa yang dihimpun dari lapangan dalam kurun waktu yang sama.
Bila didalam antropologi sebagai pengamatan empirik dan
mengklasifikasikan kasar, maka etnografi ini menarik ketika digunakan oleh ilmu-
ilmu lain, seperti sosiologi, ekonomi, dan politik, ketika hendak mencermati
persoalan-persoalan yang tampak “kecil” dalam konteks yang lebih luas (Bungin,
2015: 181). Untuk itu, Penelitian ini ingin menanggapi, meneliti atau memberikan
penilaian atau solusi untuk setiap permasalahan terhadap berbagai situasi dan kondisi
yang ada pada objek penelitian berdasarkan kenyataan yang ada dengan interpretif
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dan metode etnografi. Jadi, penelitian ini adalah penelitian yang akan menjelaskan
dan menggambarkan bagaimana penerapan falsafah Nene’ Mallolo sebagai nilai
budaya bugis Sidrap terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah dalam fungsinya
sebagai pengelola keuangan daerah sebagai objek penelitian.
C. Subjek Penelitian
Istilah yang digunakan untuk subjek penelitian adalah informan. Penentuan
informan dilakukan secara purposive dengan memiliki 3 kriteria informan yang
dianggap memiliki pengetahuan yang memadai terhadap objek penelitian untuk
tujuan tertentu. Informan yang dipilih dengan kriteria mempunyai pengalaman dan
pengetahuan tentang pengelolaan keungan daerah pada BPKD Kab. Sidrap.
Tabel 2
Informan Penelitian
No Nama Informan Instansi Jabatan
1 Rahmat Kartolo., S.Sos M.Si BPKD Kepala Bidang Anggaran
2 Sulaiman SE, M.Si BPKD Kepala Sub Bid. Anggaran
3 Aminuddin Arsyad, SE. MM BPKD Kepala Sub Bid. Pengendalian
D. Sumber Data Penelitian
Adapun sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai
berikut :
1. Sumber Primer
Yaitu data yang berasal langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara
khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Selanjutnya
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data yang menjadi sumber primer dalam penulisan ini adalah melakukan wawancara
langsung dengan orang-orang yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah pada
BPKD Kab. Sidrap.
2. Sumber Sekunder
Yaitu data yang tidak diperoleh secara langsung oleh peneliti, akan tetapi
diperoleh dari orang atau pihak lain. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder
yang digunakan adalah berupa dokumen/laporan terkait pengelolaan keuangan
daerah, serta beberapa artikel yang terkait.
E. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Studi Pustaka adalah segala usaha yang dilakukan untuk menghimpun
informasi yang akan dijadikan sebagai panduan dalam menganalisis data.
Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu berupa jurnal-jurnal atau
referensi lainnya yang digunakan sebagai panduan-referensi terkait dengan
topik yang membantu dalam menganalisis data.
2. Dokumentasi merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang
sudah berlalu. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa,
atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan fokus
penelitian adalah sumber informasi yang berguna dalam penelitian kualitatif.
Dokumentasi dapat berbentuk foto, gambar, maupun materi yang tertulis atau
sesuatu yang menyediakan informasi tentang subjek dari pihak yang diteliti.
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3. Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk
mengumpulkan data penelitian. Metode wawancara adalah proses
memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab
sambil bertatap muka anatara pewawancara dan informan atau orang yang
diwawancarai, dengan atau tanpa menunggunakan pedoman (guide)
wawancara.
F. Instrumen penelitian
Instrument penelitian diartikan sebagai seperangkat alat yang digunakan
untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Adapun alat-alat
tersebut yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa perekam suara, kamera,
dan alat tulis. Selanjutnya draft wawancara berisi beberapa pertanyaan untuk
narasumber dan draft hasil wawancara untuk mengabadikan keterangan atau
informasi yang diperoleh. Selain itu juga, penelitian ini dilakukan dengan
mengunduh (download) data yang dibutuhkan demi memperoleh kelengkapan
informasi.
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
Teknik dalam mengolah data yang pertama dilakukan adalah mengumpulkan
data studi dokumen, kepustakaan dan wawancara. Wawancara yang dimaksud dalam
hal ini bisa wawancara langsung maupun tidak langsung sebagaimana perjanjian.
Selanjutnya adalah membuat analisis domain, hal ini dimaksudkan agar kita dapat
menarik analisis terhadap hasil wawancara. Pertanyaan yang diajukanpun bersifat
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struktural agar penelitian yang dilakukan terarah. Selanjutnya adalah pembuatan
analisis taksonomik atas hasil wawancara tersebut.
Penelitian kualitatif memungkinkan dilakukan analisis data pada waktu
peneliti berada di lapangan maupun setelah kembali dari lapangan baru dilakukan
analisis. Pada penelitian ini analisis data telah dilaksanakan bersamaan dengan proses
pengumpulan data.
Gambar 2
Teknik Analisis Data
1. Pengumpulan Data (Data Collection)
Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dicatat
dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian yaitu deskriptif dan reflektif.
Catatan deskriptif adalah catatan alami, (catatan tentang apa yang dilihat, didengar,
disaksikan dan dialami sendiri oleh peneliti tanpa adanya pendapat dan penafsiran
dari peneliti terhadap fenomena yang dialami. Catatan reflektif adalah catatan yang
berisi kesan, komentar, pendapat, dan tafsiran peneliti tentang temuan yang dijumpai,
dan merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya.
2. Reduksi Data (Data Reduction)
Setelah data terkumpul, selanjutnya dibuat reduksi data, guna memilih data
yang relevan dan bermakna, memfokuskan data yang mengarah untuk memecahkan
Data Collection Data Display
Data Reduction Verification
58
masalah, penemuan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian.
Kemudian menyederhanakan dan menyusun secara sistematis dan menjabarkan hal-
hal penting tentang hasil temuan dan maknanya. Pada proses reduksi data, hanya
temuan data atau temuan yang berkenaan dengan permasalahan penelitian saja yang
direduksi. Sedangkan data yang tidak berkaitan dengan masalah penelitian dibuang.
3. Penyajian Data (data Display)
Penyajian data dapat berupa bentuk tulisan atau kata-kata, gambar, grafik dan
tabel. Tujuan sajian data adalah untuk menggabungkan informasi sehingga dapat
menggambarkan keadaan yang terjadi. Peneliti tidak kesulitan dalam penguasaan
informasi baik secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari hasil penelitian,
maka peneliti harus membuat naratif, matrik atau grafik untuk memudahkan
penguasaan informasi atau data tersebut.
4. Penarikan Kesimpulan (Verification)
Penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung seperti
halnya proses reduksi data, setelah data terkumpul cukup memadai maka selanjutnya
diambil kesimpulan sementara, dan setelah data benar-benar lengkap maka diambil
kesimpulan akhir.
H. Pengujian keabsahan data
Metode tringulasi data merupakan metode yang digunakan untuk menguji
keabsahan data dalam penelitian ini. Triangulasi sendiri menurut diartikan sebagai
gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena
yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Triangulasi
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meliputi empat hal yaitu triangulasi metode, triangulasi antar peneliti, triangulasi
sumber dan triangulasi teori. Namun peneliti hanya menggunakan dua dari empat
jenis triangulasi untuk menyelaraskan dengan penelitian ini, yaitu Triangulasi
sumber data yang berarti menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai
metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui sumber data utama
yaitu wawancara, peneliti bisa menggunakan sumber data pendukung lainnya seperti
dokumen yang ditunjukkan informan sebagai bukti sehingga data/keterangan dari
informan lebih akurat.
Metode selanjutnya yang digunakan yaitu Triangulasi Teori, yaitu hasil akhir
penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi atau thesis statement.
Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan
dalam hal ini agency theory dan kaitannya dengan falsafah budaya Nene’ Mallomo.
Selain itu, triangulasi teori dapat meningkatkan kedalaman pemahaman asalkan
peneliti mampu menggali pengetahuan teoretik secara mendalam atas hasil analisis
data yang telah diperoleh.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum BPKD
1. Kondisi Umum BPKD
Unit Satuan Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sidenreng
Rappang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah serta
Pedoman Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya berdasarkan Peraturan Bupati
Sidenreng Rappang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian
Tugas dan Tata Kerja.
Setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupatan
Sidenreng Rappang berubah struktur dan merupakan salah satu dari 8 (delapan) Unit
Satuan Kerja Badan Lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang
membawahi 1 sekertaris, 4 Bidang, 3 Sub Bagian, 8 Sub Bidang dan 1 Unit
Pelaksana Tehnis (UPT). Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sidenreng
Rappang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang
Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah.
Badan pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Sidenreng Rappang
merupakan lembaga yang baru terbentuk berdasarkan keputusan Bupati Sidenreng
Rappang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan
Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah.
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2. Tugas Pokok dan Fungsi BPKD
a. Tugas Pokok
Struktur organisasi dan Tupoksi Badan Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Sidenreng Rappang mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten
Sidenreng Rappang No 4 Tahun 2008 tentang Oragnisasi dan Tata Kerja
Lembaga Teknis Daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai tindak
lanjut dari penerapan PP 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
Adapun tugas pokok Badan Pengelola Keuangan Daerah yaitu:
1) Tugas Pokok Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten
Sidenreng Rappang adalah:
a) Merumuskan dan menetapkan Rencana Strategis serta rencana
Anggaran Satuan Kerja Badan;
b) Menyelenggarakan administrasi umum;
c) Membina dan mengordinasikan Sekretariat dan  Bidang-bidang di
lingkup Badan;
d) Mengarahkan dan membuat petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis
dengan instansi terkait;
e) Mengarahkan dan membuat petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis
Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah;
f) Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas
dan membuat Laporan secara berkala.
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2) Tugas Pokok Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah:
a) Mengkaji dan merumuskan rencana strategis dan rencana anggaran
satuan kerja Sekretariat;
b) Menghimpun dan mengkompilasi rencana strategis dan rencana
anggaran satuan kerja dari setiap bidang dalam lingkup Badan
Pengelola Keuangan Daerah;
c) Melaksanakan urusan umum dan katatalaksanaan bidang kepegawaian,
keuangan serta perencanaan Badan Pengelola Keuangan Daerah;
d) Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas
sekretariat dan mebuat laporan secara berkala.
3) Tugas Pokok Kepala Bidang Anggaran adalah:
a) Mengkaji dan merumuskan rancangan trencana strategis dan rancangan
rencana kerja anggaran bidang;
b) Mengkoordinasikan dengan Kepala Badan, Sekretaris dan Kepala-
kepala Bidang lingkup Badan Pengelola Keuangan Daerah;
c) Membina dan mengkoordinasikan para Kepala Sub Bidang di lingkup
Bidang Anggaran;
d) Menyelenggarakan administrasi umum;
e) Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan sistem anggaran
daerah;
f) Melaksanakan pengewasan dan evaluasi pelaksanaan tugas serta
membuat laporan secara  berkala.
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4) Tugas Pokok Kepala Bidang Perbendaharaan adalah:
a) Mengkaji dan merumuskan rancangan rencana strategis dan rancangan
rencana anggaran satuan kerja bidang;
b) Mengkoordinasikan dengan Kepala Badan, sekretaris dan Kepala-
kepala Bidang Lingkup Badan Pengelola Keuangan Daerah;
c) Membina dan mengkoordinasikan sub bidang di lingkup Bidang
Perbendaharaan;
d) Menyelenggarakan perumusan kebijakan dan memberikan pelayanan
administrasi perbendaharaan;
e) Melaksanakan pengewasan dan evaluasi pelaksanaan tugas serta
membuat laporan secara berkala.
5) Tugas Pokok Kepala Bidang Pengelolaan Asset yaitu:
a) Mengkaji dan merumuskan rancangan rencana strategis dan rancangan
rencana satuan kerja bidang;
b) Mengkoordinasikan dengan Kepala Badan, sekretaris dan Kepala-
kepala Bidang Lingkup Badan Pengelola Keuangan Daerah;
c) Membina dan mengkoordinasikan sub bidang di lingkup Bidang
Pengeloaan Asset;
d) Menyelenggarakan administrasi umum;
e) Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan administrasi dan
manajemen pengelolaan asset daerah serta membuat laporan secara
berkala.
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6) Tugas Pokok Kepala Bidang Pelaporan dan Akuntansi yaitu:
a) Mengkaji dan merumuskan rancangan rencana strategis dan rancangan
rencana anggaran satuan kerja bidang;
b) Mengkoordinasikan dengan Kepala Badan, sekretaris dan Kepala-
kepala Bidang Lingkup Badan Pengelola Keuangan Daerah;
c) Membina dan mengkoordinasikan sub bidang di lingkup Bidang
Pelaporan dan Akuntansi;
d) Menyelenggarakan administrasi umum;
e) Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan sistem dan
mekanisme pelaporan dan akuntansi keuangan daerah dan asset daerah;
f) Melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelankasanaan tugas bidang
serta membuat laporan secara berkala.
b. Fungsi
Untuk melaksanakan tugas pokok, maka didalam melaksanakan fungsinya
Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Sidenreng Rappang
mempunyai fungsi yaitu:
1) Penyelenggaraan pembinaan dan pengkoordinasian bidang
kesekretariatan;
2) Penyelenggaraan dan pembinaan Perumusana Kebijakan Umum di
bidang Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;
3) Penyelenggaraan dan pembinaan Perumusan Kebijakan Tehnis di bidang
Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;
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4) Penyelenggaraan dan pembinaan serta pelaksanaan Bidang Anggaran;
5) Penyelenggaraan dan pembinaan pelaksanaan Perbendaharaan;
6) Penyelenggaraan dan pembinaan serta pelaksanaan Pengelolaan Asset
Daerah;
7) Penyelenggaraan dan pembinaan serta Pelaksanaan Akuntansi
Pemerintah Daerah.
3. Struktur Organisasi BPKD
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang No 04 Tahun
2008 tentang Oragnisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Kabupaten
Sidenreng rappang, struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah Adalah
Sebagai Berikut:
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat yang terdiri:
1) Sub Bagian Perencanaan;
2) Sub Bagian Keuangan; dan
3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
c. Bidang Anggaran yang terdiri:
1) Sub Bidang Anggaran; dan
2) Sub Bidang Pengendalian;
d. Bidang Perbendaharaan yang terdiri:
1) Sub Bidang Verifikasi dan Pengujian; dan
2) Sub Bidang Pengelolaan dan Penata Usahaan.
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e. Bidang Pengelolaan Asset yang terdiri:
1) Sub Bidang Perencanaan dan Pemeliharaan;
2) Sub Bidang Inventarisasii dan Penghapusan.
f. Bidang Pelaporan dan Akuntansi yang terdiri:
1) Sub Bidang Akuntansi;
2) Sub Bidang Informasi dan Pelaporan.
g. Unit Pelaksana Tehnis
1) UPT Makassar.
4. Susunan Kepegawaian
Jumlah pegawai pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten
Sidenreng Rappang Sebanyak 68 (enam puluh delapan) orang, dengan perincian
sebagai berikut:
Tabel 2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
No Jenis Kelamin Jumlah Ket
1 Laki-laki 42
2 Perempuan 26
Tabel 3
Jumlah Pegawai yang Menduduki Jabatan
No Nama Jabatan Jumlah
1 Kepala Badan 1
2 Sekretaris Badan 1
3 Kepala Bidang 4
4 Kepala Subag/Subid 11
5 Kepala UPT Badan 1
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GAMBAR 3: BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BPKD
KEPALA BADAN
H. Abdul Majid, SE, M.Si
SUB BAG. UMUM & KEPEG
La Sadari, S.Pd. M.AP
SUB BAG. KEUANGAN
Muh. Nasir, SE., M.BA
SUB BAG. PERENCANAAN
Hj. A. Asmiruni. S.sos., M.AP
SEKRETARIS
Drs. Muh. Dahklan AP, M.Si
BIDANG AKUNTANSI & PELAPORAN
Drs. A. Arifuddin, M.Si
BIDANG PENGELOLAAN ASET
Andi Muliana M,SH, MAP
BIDANG PERBENDAHARAAN
Sahabuddin, SE
BIDANG ANGGARAN
Rahmat Kartolo., S.Sos M.Si
SUB BID. ANGGARAN
Sulaiman SE, M.Si
SUB BID. PENGENDALIAN
Aminuddin Arsyad, SE. MM
SUB BID. PENGEL & PNT.
USAHAAN
Darmawati SH, MAP
SUB BID. VERIFIKASI &
PENGUJIAN
Muh. Tahir S.Pd, M.Si
SUB BID. INVENTARIS &
PENGHAPUSAN BID. ASSET
Irwan S.IP. M.Si
SUB BID. INFORMASI &
PELAPORAN
Andi Rahmat Saleh, SE, M.Si
SUB BID. AKUNTANSI
Fadly Yacub, SE. Ak
SUB BID. ANALISIS
KEBUTUHANN &
PEMELIHARAAN
Muh. Nasir Rahim, S.Sos
Ka. UPT MAKASSAR
SOLIHIN, S.S
TU. UPT. MAKASSAR
Aditya Darmanto, S.STP
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5. Visi BPKD
Visi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2013-2018 adalah “Terwujudnya Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
yang efektif, efisien, berkualitas, transparan dan akuntabel”.
6. Misi BPKD
Dalam rangka kelancaran Visi Badana Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Sidenreng Rappang, maka misinya adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan Kualitas Aparatur Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
2. Mewujudkan pengelolaan keuangan yang tertib;
3. Mewujudkan pengelolaan aset daerah yang tertib.
7. Tujuan BPKD
Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi yang menunjukkan
kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang.
a. Mewujudkan peningkatan kualitas aparatur pengelola keuangan dan aset
daerah.
b. Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib
c. Mewujudkan pengelolaan aset daerah yang tertib.
8. Sasaran BPKD
Sasaran Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang
berdasarkan rumusan misi adalah sebagai berikut:
a. Tersedianya kualitas aparatur pengelola keuangan dan aset daerah
b. Tersusunnya rencana keuangan tahunan pemerintah daerah
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c. Tersusunnya anggaran berbasis kinerja
d. Terlaksananya penatausahaan keuangan sesuai peraturan perundang-
undangan
e. Terlaksananya penatausahaan aset sesuai peraturan perundang-undangan
f. Terlaksananya pemanfaatan aset yang ideal
g. Terlaksananya pengamanan dan penanganan sengketa aset
h. Tersedianya rancangan laporan keuangan daerah yang relevan, andal, dapat
dibandingkan dan dapat dipahami.
B. Hasil dan Pembahasan
1. Hasil
a. Falsafah Nene’ Mallomo sebagai Etika Pemerintahan dalam
Pengelolaan Keuangan Daerah
Pelaksanaan otonomi daerah dan penguatan kapasitas fiskal daerah,
Pemerintah Daerah diberi kewenangan yang lebih besar untuk mewujudkan
kemandirian keuangan melalui desentralisasi fiskal yang diatur dengan peraturan
perundang-undangan. Beberapa peraturan yang terkait langsung dengan hal tersebut
adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
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Kemandirian keuangan daerah menjadi sangat penting, baik dari sisi
pendapatan (revenue), maupun dari sisi pengeluaran (expenditure) agar Pemerintah
Daerah memiliki kemampuan yang lebih kuat untuk mendesain dan melaksanakan
kegiatan-kegiatan yang bersifat stimulan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat
sesuai dengan aspirasi dan karakteristik masyarakatnya masing-masing.
Sejalan dengan hal tersebut, kinerja aparatur pemerintah harus dibarengi
dengan nilai-nilai etika yang bukan hanya sekedar menjadi keyakinan pribadi bagi
para anggotanya, akan tetapi juga menjadi seperangkat norma yang terlembagakan.
Dengan kata lain, suatu nilai etika harus menjadi acuan dan pedoman bertindak yang
membawa akibat dan pengaruh secara moral. Dalam etika pemerintahan, terdapat
asumsi yang berlaku bahwa melalui penghayatan yang etis yang baik, seorang
aparatur  akan  dapat membangun komitmen untuk menjadikan dirinya sebagai
teladan tentang kebaikan dan menjaga moralitas pemerintahan. Aparatur
pemerintahan yang baik dan bermoral tinggi, akan senantiasa menjaga dirinya agar
dapat  terhindar dari perbuatan tercela, karena  ia terpanggil untuk menjaga amanah
yang diberikan, melalui pencitraan perilaku hidup sehari-hari.
Menjadi permasalahan sekarang ini bagaimana proses penentuan Etika dalam
pemerintahan  itu sendiri,  siapa yang akan mengukur seberapa jauh etis atau tidak,
bagaimana dengan kondisi saat  itu dan tempat daerah tertentu yang mengatakan
bahwa itu etis saja di daerah  kami atau dapat dibenarkan, namun ditempat lain
belum tentu benar. Seperti yang dikatakan oleh Pak Kartolo selaku kepala bidang
anggaran BPKD Kabupaten Sidrap, mengatakan bahwa:
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Etika dalam pelayanan publik itu sangat penting. Hendaknya setiap manusia
itu beretika. Khususnya aparatur pemerintah. Sebagai bentuk pertanggung
jawabannya kepada masyarakat dan juga Tuhan. Maka hendaklah harus
memiliki nilai etika dalam tuntutan pekerjaannya. (Hasil Wawancara, tanggal
1 November 2017).
Jadi aparatur pemerintah dalam menjalankan tugasnya harus memiliki Etika
terutama berkaitan dengan tata susila, tata kesopanan, tata krama, nilai, norma yang
berkaitan dengan  aturan. Lebih lanjut lagi dijelaskan:
Sebenarnya sikap atau etika yang harus dimiliki oleh aparatur pemerintah
bersifat universal. Contohnya kedisipilinan, kerajinan, kesetiaan, nilai
budaya, saling menghormati. Jadi setiap Aparatur pemerintah harus memiliki
prilaku yang baik, memiliki kesopanan, karena apabila setiap pegawai atau
Aparatur Pemerintah tidak memiliki tata kesopanan dan tata krama maka
pegawai yang bersangkutan tentunya akan berprilaku kurang baik terhadap
proses kinerjanya. Seorang aparatur pemerintah yang baik  haruslah memiliki
nilai kelembagaan, menghindari terjadinya masalah penyelewengan seperti
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dan tak kalah penting adalah nilai agama
atau iman. Iman menjadi kunci penting dalam beretika. Ketika nilai
keagamaan dalam diri sudah baik, otomatis nilai-nilai lainnya juga akan
mengikuti”. (Hasil Wawancara, tanggal 1 November 2017).
Hasil wawancara menunjukan bahwa sebagian besar para informan
menyatakan bahwa Etika Pemerintahan dapat dianggap penting dan menentukan hal
ini terkait dengan upaya pentingnya mengembangkan system dan prinsip moral
tentang hal-hal yang berkenaan prinsip kebaikan maupun keburukan. Berangkat dari
hal tersebut, salah satu petuah dari Nene' Mallomo mengatakan bahwa orang Sidrap
harus mempunyai sifat Macca (pintar), Malempu (jujur), Magetteng (konsisten),
Warani (berani) harus diterapkan dalam diri aparatur pemerintah agar terciptanya
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
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Pentingnya falsafah atau pappaseng ini yakni memiliki nilai Macca,
Malempu, Warani, Na Magetteng disampaikan di dalam pappaseng Pappasenna La
Bungkace to Udama Matinro’e ri Kannana yakni:
“Iyapa ritu patuppu batu padecengi tana bolaiengngi nawa nawa eppa’e.
seuwani, lempu’e, naiya riasengngilempu’ riasalangnge naddampeng.
Maduanna, maccae, naiya riaseng macca naitai amunrinna gau’e.
matelunna, waranie, naiya riaseng warani tettatenre nawa-nawana napolei
ada maja’ ada madeceng…. Apa’ iyapa patuppu batu, temmatinroe matanna
ri esso ri wenni nawa-nawa atanna”. (Elfira, dkk, 2013:22 dalam Rahmi
2017)
Artinya pemimpin yang dikatakan dapat memperbaiki negeri, adalah yang
memiliki empat pemikiran. Pertama, kejujuran, dan yang dinamakan jujur ialah
orang bersalah kepadanya lalu ia memaafkan. Kedua, cakap, yang dimaksud cakap
ialah, dapat mempertimbangkan akibat suatu perbuatan. Ketiga, berani, yang
dimaksud berani ialah tidak gentar hatinya menerima berita buruk maupun berita
baik. Sebab pemimpin, pemerintah itu tidak tertidur matanya siang maupun malam
memikirkan kemaslahatan rakyatnya.
Nilai Macca menekankan pada nilai kecerdasan/kepintaran bahwa orang
yang pandai adalah mampu melihat sebab-sebab terjadinya sesuatu, memahami
proses terjadinya sesuatu dan akibat dari sesuatu. Kecerdasan erat kaitannya dengan
kemampuan kognitif yang dimiliki oleh individu dalam hal ini kinerja pengelolaan
keuangan daerah. Nilai ini wajib ada dalam diri aparatur peemrintah mengingat
betapa besar tingkat pertanggungjawabannya bukan hanya kepada masyarakat tetapi
juga kepada Allah SWT. Dalam bahasa bugis tersedia ungkapan yaitu :
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“Naiyya riasengnge pannawanawa, mapaccingngi ri atinna, sappai ri
nawanawanna, nalolongngi sininna adae, enrengnge gaue, napolei jaa,
enrengnge napolei deceng”.(Kamsinah, 2013).
Artinya, yang dimaksud dengan cendekiawan ialah orang yang jernih hatinya,
senantiasa mencari jalan keluar dengan kecerdasan hatinya, sehingga memahami
seluruh perkataan dan perbuatan, baik yang mendatangkan kebaikan maupun
keburukan. Satu contoh ungkapan lagi, yaitu:
“Sompekkak ri alek kabo, kupusa nawa-nawa, atikkumua mallolongeng.”
Maknanya, saya mengembara di hutan rimba hingga tersesat pikir, tetapi
hatiku jua yang memperoleh pemahaman. Ungkapan ini bermakna bahwa seorang
cerdas (cendekia) mencari kebenaran intelektual (akal) sampai akhirnya memperoleh
kecerdasan hati atau spiritual. Rumus yang berlaku di sini ialah upaya akal sehat
mengikut pada kehendak hati, bukan sebaliknya, hati mengikuti kemauan pikiran.
Kondisi aparatur Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) saat ini dilihat
dari latar belakang ilmu yang dimilki setiap aparatur ± 30% berlatar belakang
Sarajana Ekonomi, sedangkan yang lain berasal dari berbagai keilmuan. Seperti yang
telah disampaikan oleh Bapak Sulaiman selaku kepala Sub Bidang Anggaran:
“Tidak semua pegawai ditempatkan sesuai dengan latar pendidikannya. Rata-
rata semuanya begitu. Contohnya saya, saya Magister pembangunan Daerah
tapi saya ditempatkan disini.” (Hasil wawancara, Tanggal 1 November 2017).
Dari penejlasan informan diatas, Hal tersebut menunjukkan bahwa banyak
dari penempatan pegawai tidak sesuai dengan latar pendidikan yang dijalani.
Adapaun dalam Q.S. Al Qashash/28:26 dijelaskan:
                   
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Terjemahnya:
“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia
sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang
paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat
lagi dapat dipercaya". (Q.S. Al Qashash/28:26).
Adapun Maksud dari ayat ini adalah tempatkanlah seseorang sesuai dengan
keahliannya pada bidangnya (The right man on the right place). Ayat tersebut sudah
jelas untuk menginstruksikan penempatan jabatan sesuai dengan keahlianya.
Keahlian sesseorang salah satunya dapat dilihat langsung dari background
pendidikan yang telah dijalani, sedangkan aparat pengelola keuangan daerah dalam
penempatan pegawai tidak sesuai atau tidak didukung dengan background
pendidikannya. Jadi, apakah itu menunjukkan bahwa aparatur/pegawai tidak
memiliki kualifikasi yang baik atau nilai macca dalam melaksanakan tugas pokok
dan fungsinya masing-masing.
Nilai malempu dalam bahasa Bugis tersedia ungkapan untuk mewujudkan
karakter orang jujur pada kalangan orang Bugis, yaitu:
“Duami kuala sappo yanaritu belo- belona kanukue sibawa unganna
panasae”.
Artinya, dua saja kujadikan pagar, yaitu cat kuku dan bunga nangka. Cat kuku
itu ialah pacci [paccing] dan bunga nangka itu ialah lempu [lempuu]. Dalam aksara
Lontara kata pacci [paccing] dapat dibaca pacci dan dapat pula dibaca paccing.
Dalam hal ini lafal kedua yang digunakan, yaitu paccing artinya ‘kebersihan’.
Kemudian tulisan aksara Lontara lempu [lempuu] dapat dilafalkan lempu dan
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lempuu. Dalam hal ini, lafal kedua yang dituju, yaitu lempuu artinya kejujuran.
Dengan demikian, pagar diri orang Bugis ada dua, yaitu bersih dan jujur.
Seperti yang disampaikan informan sebagai berikut:
“nilai malempu itu harus memang diterapkan. Kita sebagai manusia dituntut
untuk selalu bekata jujur dalam kondisi apapun. Apalagi kita sebagai pejabat
pemerintah. kami disini dituntut untuk selalu jujur dalam mengelola keuangan
daerah. karena kalau kita tidak jujur pasti akan muncul masalah nantinya. Dan
juga karena nantinya apa yang kami kerjakan akan dipertanggungjawabkan
kepada masyarakat dan tentunya juga kepada Tuhan” (Hasil Wawancara,
Tanggal 1 November 2017).
Dlilihat dari penjelasan diatas, nilai Malempu sangat diperlukan dalam
Pengelolaan Keuangan Daerah. Mengaplikasikan falsafah Bugis Malempu dapat
memberi kemaslahatan dalam suatu entitas. Kemaslahatan yang dapat ditimbulkan
dimana sesama karyawan tidak akan ada lagi saling tuduh, saling curiga, dan saling
membohongi sehingga tidak mengakibatkan pertengkaran yang bisa mengakibatkan
kerusakan hubungan sesama manusia. Pengaplikasian nilai malempu dalam
mengelola keuangan daerah dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas,
dimana laporan keuangan tersebut dikelola dengan hati yang bersih dan integritas
yang tinggi.
Nilai Warani, Sikap orang bugis memiliki tipikil pemberani (to barani),
sejarah telah membuktikan bagaimana orang-orang Bugis selalu hadir di setiap
kancah perjuangan di tanah air bahkan di mancanegara. Contohnya saja Tokoh besar
sekaliber Syech Yusuf yang dengan keberaniannya meninggalkan kampung
halamannya untuk mengobarkan semangat perlawanan terhadap Belanda di Jawa dan
keberaniannya tidak pupus sampai disitu bahkan berhasil membangun semangat
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heroisme bangsa afrika untuk bangkit melawan penindasan bangsa Eropa.
Keberanian Sultan Hasanuddin yang kemudian ditakar oleh bangsa Belanda dengan
sangat terhormat sebagai “ayam jantan dari Timur” atau jangan lakiya battu iraya.
Keberanian (brave) merupakan salah salah strength good character (karakter
unggul). Keberanian adalah sesuatu yang sebaiknya dimiliki oleh setiap orang dalam
hal ini aparatur pemerintah dalam kaitannya pengelolaan keuangan daerah. Hanya
saja keberanian perlu dibingkai dengan karakter-karakter yang lain agar tidak
terjerumus menjadi perilaku radikalisme atau kekerasan. Dalam hasanah bugis
Makassar mengenal konsep “macca na warani”. Orang bugis sejatinya tidak saja
berani (warani) tapi juga cerdas (macca). Keberanian adalah energi yang membawa
kecerdasan menjadi sangat bernilai dan powerfull. Seperti yang disampaikan oleh
informan:
“Kalau keberanian itu tercermin dari perilaku sehari-hari. Contohnya seperti
berani dalam berbicara jujur. Maksudnya kita senantiasa berani untuk
berbicara jujur. Kami disini mengelola keuangan untuk kemaslahatan orang
banyak, untuk kita kita harus berani mengutarakan pendapat baik yang positif
ataupun negatif agar terciptanya pengelolaan keuangan yang baik”. (Hasil
wawancara, Tanggal 1 November 2017).
Dari apa yang disampaikan informan mengatakan bahwa keberanian itu
berbarengan dengan kejujuran. Aparat dituntut untuk berani dalam kejujuran. Ada
tiga ciri sikap nilai warani (keberanian) yakni kesiapan diri, kestabilan emosi dan
patriotisme. Nilai keberanian di dalam pappaseng digambarkan memiliki perilaku
yang senantiasa siap ditempatkan baik di depan maupun di belakang. Ciri demikian,
di dalam karakter dikenal dengan kemampuan beradaptasi atau adaptability. Sikap
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keberanian inilah yang harus dimilki aparatur pemerintah daerah dalam hal
pengelolaan keuangan daerah agar tercipta pengelolaan keuangan daerah yang bebas
dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Nilai Magetteng, Magetteng dalam bahasa Indonesia artinya teguh, kata
inipun berarti tetap-asas atau setia pada keyakinan, atau kuat dan tangguh dalam
pendirian, erat memegang sesuatu. Sama halnya dengan nilai kejujuran, nilai
kecendekiaan dan nilai kepatutan, nilai keteguhan ini terikat pada makna yang
positif. Adapun empat perbuatan nilai keteguhan yakni (a) tak mengingkari janji, (b)
tak mengkhianati kesepakatan, (c) tak membatalkan keputusan, tak mengubah
kesepakatan, dan (d) jika berbicara dan berbuat, tak berhenti sebelum rampung.
Kata getteng sendiri biasanya digunakan pada tali yang ditarik yang lurus.
Tali kadang dijadikan alat untuk mengukur kelurusan sesuatu (=becci’) terutama
bagi tukang. Sehingga Malempu tidak terpisah dengan Magetteng. Seseorang bisa
jadi lurus, berpikir, berkata dan berbuat benar pada awal-awalnya. Namun belum
tentu ia mempertahankan kelurusannya itu.
Untuk itu, aparat pemerintah dituntut untuk selalu konsisten dengan apa yang
diucapkannya. Konsisten dalam kejujuran, konsisten dalam melaksanakan tugasnya
dan konsisten dalam menerapkan prinsip-prinsip dan aturan yang berlaku utamanya
dalam proses pengelolaan keuangan daerah.
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b. Falsafah budaya Nene Mallomo dalam memberikan konstribusi
terhadap Pencapaian Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah
Istilah kinerja merupakan terjemahan dari kata performance yang berarti
penampilan atau prestasi. kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu
kegiatan program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi.
Secara umum dapat juga dikatakan bahwa kinerja merupakan prestasi yang dapat
dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu.
Sampai saat inipun capaian kinerja bagi aparatur pemerintah belum dapat
dikatakan maksimal, karena masih banyak kelemahan dan kekurangan yang harus
diupayakan. Namun aparat pemerintah selalu bekerja dengan keras agar sasaran dan
program kegiatan bisa terealisasi dengan baik. Hasil wawancara dengan  Informan:
“dalam capaian kinerja BPKD sudah cukup baik, hal itu dapat dilihat dari
pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai abdi negara, pemerintah
dan juga masyarakat. Selain itu tugas yang diemban oleh aparatur pemerintah
dalam capaian kinerja dapat dilihat dari aktivitasnya sehari-hari. Karena tugas
tersebut merupakan tugas rutin dengan sendirinya aparatur pemerintah sudah
memiliki kesadaran yang tercermin dari sikap, prilaku, perbuatan dan
tingkahlaku dalam melaksanakan tugasnya. Dimana masing-masing bagian
dari struktur organisasi memiliki tanggungjawab serta kesadaran dalam
melaksanakan sasaran dan program kegiatan. (Hasil wawancara, tanggal 1
November 2017).
Wawancara dengan informan menunjukkan bahwa pencapaian kinerja Badan
Pengelola Keuangan Daerah Kab Sidrap sudah baik. Hal tersebut karena para
aparatur sudah tahu mengenai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Dimana
masing-masing bagian dari struktur organisasi memiliki tanggungjawab serta
kesadaran dalam melaksanakan sasaran dan program kegiatan BPKD. Adapaun
Sasaran dan Program Kegiatan BPKD Tahun 2015, sebagai berikut :
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TABEL 4
Sasaran dan Program Kegiatan BPKD
SASARAN PROGRAM
1. Terwujudnya Pelayanan
Administrasi Perkantoran yang baik.
2. Tersedianya peningkatan sarana dan
prasarana aparatur.
3. Terwujudnya peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur pengelola
keuangan daerah.
4. Terwujudnya Sistem Perencanaan,
Penganggaran, dan Pelaporan
Administrasi Keuangan.
5. Terwujudnya Pengembangan
pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Terwujudnya Pembinaan dan
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan
Kabupaten
7. Terwujudnya Peningkatan Sistem
Pengawasan dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH.
8. Terlaksananya Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan Kinerja Keuangan.
1. Pelayanan Administrasi
Perkantoran
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur.
3. Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
4. Peningkatan Pengembangan Sistem
Laporan Capaian Kinerja &
Keuangan
5. Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Pembinaan dan Fasilitasi
Pengelolaan Keuangan Kabupaten /
Kota
7. Peningkatan Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH.
8. Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur
Sumber : Data LAKIP Sidrap 2016
Sasaran dan Program Kegiatan Badan Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Sidrap tercermin dalam tabel diatas. Keberhasilan suatu organisasi dalam
menjalankan tugas pokok dan fungsinya sangat ditentukan oleh adanya sumber daya
manausia yakni sumber daya aparatur yang berkualitas sebagai penggerak roda
organisasi yang berpengaruh langsung terhadap lingkungan strategis organisasi.
Berdasarkan data kepegawaian dan Daftar urut Kepangkatan pada Badan
Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, jumlah Pegawai Negeri
Sipil sebanyak PNS 76, CPNS 2 orang terdiri atas 1 orang kepala Badan, 1  orang
Sekertaris 4 orang Kepala Bidang, 3 orang kepala Sub Bagian, 8 Sub Bidang, 1
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orang Kepala UPT, 1 orang Kasubag UPT dan 55 orang Staf. Untuk itu, agar dapat
dikatakan berkualitas aparatur pemerintah daerah harus memiliki Nilai-nilai Nene’
Mallomo yakni Macca, Malempu, Warani na Magetteng dalam diri setiap pegawai.
Nilai tersebut seharusnya bukan saja menjadi keyakinan bagi para anggotanya tapi
menjadi norma yang terlembagakan. Hal ini dimaksudkan bukan hanya sebagai
pemahaman semata tetapi lebih berfungsi sebagai alat kontrol langsung bagi perilaku
para pegawai atau pejabat dalam bekerja.
Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas oraganisasi
dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas
bukan sekedar kemampuan bagaimana uang public dibelanjakan, akan tetapi meliputi
kemampuan menunujukkan bahwa uang public tersebut telah dibelanjakan secara
efektif dan efisien.
Efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan
hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas merupakan hubungan antara output
dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka
semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan.
Tabel 5
Kriteria Kinerja (Efektif)
PRESENTASE KINERJA KRITERIA
100% ke atas Sangat Efektif
90% - 100% Efektif
80% - 90% Cukup Efektif
60% - 80% Kurang Efektif
Di bawah dari 60% Tidak Efektif
Sumber: Kepmendagri No.690.900.327 Thn 1994
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Efisiensi berbicara mengenai input dan output. Efisiensi terkait dengan
hubungan antara output beruapa barang atau pelayanan yang dihasilkan dengan
sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output tersebut. Suatu organisasi,
program atau kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output
tertentu dengan input serendah-rendahnya, atau dengan input tertentu mampu
menghasilkan output sebesar-besarnya.
Tabel 6
Kriteria Kinerja (Efisiensi)
PRESENTASE KINERJA KRITERIA
100% ke atas Tidak efisien
90% - 100% Kurang efisien
80% - 90% Cukup efisien
60% - 80% Efisien
Di bawah dari 60% Sangat efisien
Sumber: Kepmendagri No.690.900.327 Thn 1994
Bagian terpenting dalam usaha untuk meningkatkan kinerja sektor publik
yaitu dengan dilakukannya pengukuran kinerja Value for Money (efisiensi dan
efektifitas). Manajemen kinerja sektor public harus dilengkapi dengan system
pengukuran kinerja. Karena Value Of Money merupakan kunci pengukuran kinerja di
sektor publik, maka system pengukuran kinerja sektor publik juga harus difokuskan
untuk mengukur efisiensi dan efektivitas kinerja keuangannya.
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2. Pembahasan
a. Falsafah Budaya Nene’ Mallomo sebagai etika pemerintahan dalam
pengelolaan keuangan daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan
pengawasan keuangan daerah. Dengan pelaksanaan otonomi daerah Kabupaten dan
Kota, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada ditangan pemerintah daerah. Oleh
karena itu, pengelolaan keuangan daerah yang baik diperlukan untuk mengelola dana
desentralisasi secara transparan, ekonomis, efisien, efektif, dan dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Unsur yang paling penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan di daerah adalah cara pengelolaan keuangan daerah secara berdaya
guna dan berhasilguna. Hal tersebut diharapkan agar sesuai dengan aspirasi
pembangunan dan tuntutan masyarakat yang semakin berkembang akhir-akhir ini.
Hal tersebut sesuai dengan Agency Theory yang membahas kontrak antara principal
dan Agen. Dalam teori keagenan, Jensen dan Meckling (Jensen, 1976)
mendeﬁnisikan hubungan keagenan sebagai sebuah kontrak dimana satu atau lebih
(principal) menyewa orang lain (agent) untuk melakukan beberapa jasa untuk
kepentingan mereka dengan mendelegasikan beberapa wewenang pembuatan
keputusan kepada agen. Konﬂik kepentingan akan muncul dan pendelegasian tugas
yang diberikan kepada agen dimana agen tidak dalam kepentingan untuk
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memaksimumkan kesejahteraan principal, tetapi mempunyai kecenderungan untuk
mementingkan diri sendiri dengan mengorbankan kepentingan pemilik.
Di organisasi publik, khususnya pemerintahan daerah teori keagenan ini telah
dipraktikkan, termasuk pemerintah daerah di Indonesia apalagi sejak otonomi dan
desentralisasi diberikan kepeda pemerintahan daerah. Dalam prosesnya ada dua
perspektif yang dapat ditelaah dalam aplikasi teori keganenan, yaitu hubungan antara
eksekutif dengan legislatif, dan legislatif dengan pemilih (voter) atau rakyat.
Pertanggungjawaban pemerintah (agen) kepada masyarakat (principal) sudah
disadari betul oleh pejabat pemerintah khususnya aparat BPKD. Aparat sadar bahwa
pengelolaan keuangan harus dilakukan secara ekonomis, efisien, efektif, dan
mengendepankan manfaat untuk masyarakat. Seperti yang disampaikan informan:
“Dalam mengelola keuangan daerah harus berpacu pada manfaat masyarakat.
hal itu karena meningkatnya tuntutan masyarakat akan pemerintah yang baik
maka sudah sewajibnya aparat meningkatkan pelayanan demi kesejahteraan
masyarakat. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk
bekerja secara lebih efisien dan efektif terutama dalam menyediakan layanan
prima bagi seluruh masyarakat.” (Hasil Wawancara, Tanggal 1 November
2017).
Dari penjelasan diatas disimpulkan bahwa aparatur pemerintah daerah sudah
sadar akan tanggungjawabnya yang begitu besar kepada masyarakat. Hal tersebut
tercermin dari kinerja dan perilaku aparatur pemerintah. Lebih jauh lagi, dalam sudut
pandang teori keagenan memandang permasalahan yang terjadi antara principal dan
agen. Permasalahan yang sering muncul yakni adanya ketidaksesuaian informasi atau
asimetry informasi. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah daerah dalam proses
pengelolaannya sudah menganut prinsip transparansi atau keterbukaan.
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Implikasi penerapan teori keagenan dapat menimbulkan hal positif dalam
bentuk efisiensi tetapi lebih banyak yang menimbulkan hal negatif dalam bentuk
perilaku opportunistik. Hal itu karena pihak agensi memiliki infomasi keuangan
daripada pihak prinsipal sedangkan pihak prinsipal boleh jadi memnfaatkan
kepentingan pribadi atau golongannya sendiri kerena memiliki keunggulan
kekuasaan. Kalau kondisi tersebut terjadi, maka proses penyusunan APBD yamg
semestinya akan menghasilkan outcome yang efektif dan efisien dari alokasi sumber
daya dalam anggaran akan terdistorsi karena adanya perilaku opportunistik untuk
kepentingan pribadi dan politisi.
Teori keagenan dibangun atas kepentingan pihak principal dalam hal ini
masyarakat. Jadi impact atau dampak yang dirasakan oleh masyarakat atas
pengelolaan yang dilakukan pemerintah daerah harus diutamakan. Bukan hanya
sekedar menganggarkan atau membelanjakan dana untuk kepentingan pihak legislatif
dan juga eksekutif. Kabupaten Sidenreng Rappang dilihat dari harapan bahwa
pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah semata-mata untuk kepentingan
masyarakat karena tujuan adanya otonomi dan desentralisasi adalah untuk menjamin
keselarasan pembangunan dan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Melihat dampak yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat akan kinerja
pemda adalah tingkat kemiskinan. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sidrap
merilis survei sosial ekonomi tahun 2016. Hasilnya, Sidrap berhasil mempertahankan
peringkat atau rangking pertama sebagai kabupaten paling rendah angka
kemiskinannya diantara kabupaten se-Sulawesi Selatan. Pada angka sebelumnya,
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kesmiskinan Sidrap 5,8% tahun 2014, 5,5% tahun 2015 dan turun menjadi 5,4% pada
akhir tahun 2016. Ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan pemerintah daerah
untuk memaksimalkan kepentingan principal dalam hal ini masyarakat dapat
dirasakan langsung. Kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah
sudah dapat dikatakan baik melihat angka kemiskinan yang semakin turun setiap
tahunnya.
Adanya tuntuntan dari masyarakat akan adanya pemerintahan yang baik dan
kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah akan memotivasi pemerintah
untuk bekerja dengan lebih baik lagi demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Hal
terbut sejalan dengan Teori Motivasi dikembangkan oleh McClelland dan Abraham
H. Maslow tentang kebutuhan berprestasi. Kebutuhan pemerintah untuk memperoleh
prestasi yang baik di mata masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan
memotivasi pemerintah untuk lebih meningkatkan kinerjanya terutama dalam bidang
pengelolaan keuangan daerah.
Sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah (agent) kepada masyarakat
(principal), hendaklah memiliki pola prilaku yang wajib dijadikan sebagai pedoman
atau kode etik dalam bertindak bagi setiap aparatur pemerintah. Keban (2001)
berpendapat, kode etik pelayanan publik di Indonesia masih terbatas pada beberapa
profesi seperti ahli hukum dan kedokteran sementara kode etik untuk profesi yang
lain masih belum nampak. Ada yang mengatakan bahwa kita tidak perlu kode etik
karena secara umum kita telah memiliki nilai-nilai agama, etika moral Pancasila,
bahkan sudah ada sumpah pegawai negeri yang diucapkan setiap apel bendera.
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Pendapat tersebut tidak salah, namun harus diakui bahwa ketiadaan kode etik ini
telah memberi peluang bagi para pemberi pelayanan untuk mengenyampingkan
kepentingan publik.
Kehadiran kode etik itu sendiri lebih berfungsi sebagai alat kontrol langsung
bagi perilaku para pegawai atau pejabat dalam bekerja. Dalam konteks ini, yang
lebih penting adalah bahwa kode etik itu tidak hanya sekedar ada, tetapi juga dinilai
tingkat implementasinya dalam kenyataan. Bahkan berdasarkan penilaian
implementasi tersebut, kode etik tersebut kemudian dikembangkan atau direvisi agar
selalu sesuai dengan tuntutan perubahan jaman.
Amerika Serikat misalnya, kesadaran beretika dalam pelayanan publik telah
begitu meningkat sehingga banyak profesi pelayanan publik yang telah memiliki
kode etik. Salah satu contoh yang relevan dengan pelayanan publik adalah kode etik
yang dimiliki ASPA (American Society for Public Administration) yang telah
direvisi berulang kali dan terus mendapat kritikan serta penyempurnaan dari para
anggotanya.
Adapaun Standard etika itu seharusnya merefleksikan nilai-nilai dasar
masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh Nene’ Mallomo bahwa untuk mencapai
pemerintahan yang baik maka dituntut untuk memiliki empat kualitas pribadi yakni
Macca, Malempu, Warani, Na Magetteng. Perlu dipahami bahwa terbentuknya
Etika pemerintahan tentunya tidak terlepas dari kondisi yang ada di dalam
masyarakat yang bersangkutan, sesuai dengan aturan, norma, kebiasaan atau budaya
di tengah-tengah masyarakat dalam suatu komunitas tertentu. Untuk itu, nilai-nilai
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atau falsafah nene’ mallomo yakni Macca (pintar), Malempu (jujur), Magetteng
(konsisten), Warani (berani) harus diterapkan oleh aparatur pemerintah kabupaten
sidrap . Wawancara dengan Pak Kartolo mengatakan:
“Sebagai masyarakat sidrap dan aparat pemerintah harus tahu tentang falsafah
tersebut. Sebuah pappaseng dari nene’ mallomo yang dijadikan sebagai
pedoman dalam bertindak dan juga dalam bekerja. Nilai-nilai tersebut Seperti
malempu, macca, magetteng harus diterapkan karena mengingat besarnya
pertanggung jawaban sebagai aparat pemerintah bukan hanya pada manusia
tapi juga pertanggung jawaban dengan Tuhan” (Hasil Wawancara, Tanggal 1
November 2017).
Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa aparat pemerintah sudah
mengetahui tentang falsafah nene’ mallolo. Nilai-nilai tersebut dijadikan pedoman
atau etika dalam hal ini kaitannya dengan  proses pengelolaan keuangan daerah. Hal
penting yang harus diperhatikan juga adalah azas umum pengelolaan daerah.
Keungan daerah harus dikelola dengan memperhatikan azas pengelolaan keuangan.
Seperti yang dijelaskan oleh informan:
“dalam pengelolaan keuangan harus menjungjung azas pengelolaan keuangan
daerah. jadi semua bagian ataupun bidang harus selalu berpacu pada
peraturan, kepatuhan, keadilan dan juga pastinya manfaat untuk masyarakat.
semuanya untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat terutama
masyarakat kabupaten Sidenreng-Rappang”. (Hasil Wawancara, Tanggal 1
November 2017).
Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang
terintegrasi yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. Hal tersebut sama
dengan yang dijelaskan Bapak Sulaiman selaku Sub bidang Anggaran mengatakan:
APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah yang mengacu pada
permendagri nomor 13 tahun 2006 terus permendagri yang terbit/mengatur
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penyusunan APBD tahun berkenaan. Tapi semuanya mengacu pada
permendagri nomor 13 tahun 2006. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan
penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Dalam
pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pemerintah melaksanakan kegiatan
keuangan dalam siklus pengelolaan anggaran yang secara garis besar terdiri
dari Penyusunan dan Penetapan APBD; Pelaksanaan dan Penatausahaan
APBD; dan Pelaporan dan Pertanggungjawaban APBD. (Hasil Wawancara,
Tanggal 1 November 2017).
Penyusunan APBD berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah
dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan
bernegara. APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah. Pendapatan, belanja dan
pembiayaan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus berdasarkan pada
ketentuan peraturan perundang-undangan dan dianggarkan secara bruto dalam
APBD. Untuk itu, fokus dalam proses pengelolaan keuangan daerah terdiri dari tiga
aspek yakni Perencanaan Keuangan Daerah, Pelaksanaan Keuangan Daerah, serta
Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
1) Perencanaan Keuangan Daerah
Mahmudi (2010, h.17) dalam Raharja (2015) mengatakan bahwa tahap
perencanaan dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan tahap yang krusial,
peran DPRD dan masyarakat dalam tahap ini sangat besar. Tahapan awal dalam
perencanaan keuangan daerah diawali dengan estimasi anggaran oleh TAPD yang
kemudian sekretaris daerah selaku ketua TAPD menyampaikan rancangan KUA dan
rancangan PPAS kepada kepala daerah kemudian rancangan KUA-PPAS tadi
disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD
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tahun anggaran berikutnya yang dilakukan oleh TAPD bersama badan anggaran
DPRD hingga tercapai kesepakatan.
Selanjutnya TAPD memberikan surat edaran kepada semua SKPD untuk
menyusun RKA-SKPD, jika RKA-SKPD telah disusun maka kemudian dilakukan
konsolidasi dengan TAPD untuk diusulkan menjadi RAPBD kepada DPRD. Setelah
ditetapkan oleh DPRD kemudian diajukan untuk dievaluasi oleh pemerintah provinsi
setelah itu baru ditetapkan menjadi APBD.
Pada proses perencanaan keuangan daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang
tidak banyak terdapat permasalahan. Hal itu karena dalam proses penyusunan atau
perencanaan ini aparat pemerintah sudah berpatokan pada aturan, azas umum
pengelolaan keuangan dan memperhatikan prinsip etika dalam pekerjaannya.
Falsafah Nene’ Mallomo yakni Macca, Malempu, Warani, na Magetteng juga sudah
harus diterapkan oleh aparatur dalam proses penyusunan APBD. Hanya saja nilai
magetteng kurang dapat diterapkan dalam proses penyusunannya. Memang dalam
proses penyusunan tidak selalu konsisten karena adanya kendala ataupun masalah
dalam proses tersebut. Hal tersebut seperti dijelaskan Bapak Kartolo sebagai berikut:
“Kendala dalam proses penganggaran mungkin dari segi aturan. Karena
ketidakkonsistenan aturan yang selalu berubah-ubah jadi kadang kita susah
mengikuti kebijakan dari pusat dan juga konsistensi pemerintah pusat dalam
pengalokasian anggaran kadang-kadang tidak konsisten”. (Hasil Wawancara,
Tanggal 1 November 2017).
Adapun Bapak Sulaiman berpendapat bahwa:
“Adapun kendala atau masalah yang biasanya terjadi pasti berkaitan dengan
kondisi keuangan daerah. banyaknya kebutuhan sementara tidak dibarengi
dengan pamasokan anggaran”. (Hasil Wawancara, tanggal 1 November
2017).
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Dari penjelasan informan dapat dikatakan bahwa nilai Magetteng tidak
diterapkan dalam proses penyusunan anggaran. Hal tersebut dikarenakan anggaran
setiap tahunnya akan selalu berubah-ubah dan juga harus mengikuti aturan
permendagri yang diterbitkan setiap tahun berjalan. Maka dari itu perlu nilai Macca
yang harus ada dalam penyusunan APBD. Karena tahap penyusunan anggaran
merupakan tahap paling krusial. Oleh karena itu aparat pemerintah dituntut untuk
cermat dalam melihat kondisi dan keadaan yang terjadi dimasyarakat dalam proses
penyusuan APBD.
Untuk lebih meningkatakan kemampuan setiap aparatur pada Badan
Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) khsusnya dalam memahami peraturan
perundang-undangan yang seringkali berubah, maka BPKD harusnya melaksanakan
program dan kegiatan berupa pendidikan dan  pelatihan ataupun bimbingan-
bimbingan teknis terkait adanya aturan baru ataupun dalam upaya meningkatkan
keterampulan para aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah.
Selain itu, perlu diperhatikan kesesuaian antara kewenangan pemerintahan
dan sumber pendanaannya. Seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintahan
daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa pada tahun anggaran yang
berkenaan harus dianggarkan dalam APBD. Penganggaran penerimaan dan
pengeluaran APBD harus memiliki dasar hukum penganggaran. Anggaran belanja
daerah diprioritaskan untuk melaksanakan kewajiban pemerintahan daerah
sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
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2) Pelaksanaan Keuangan Daerah
Tahap pelaksanaan keuangan daerah merupakan implementasi anggaran yang
terdapat suatu proses berupa sistem akuntansi pemerintahan. Tahapan diawali dengan
proses penyusunan DPA oleh masing-masing SKPD, DPA disusun dengan rincian
mengenai sasaran yang hendak dicapai, kegiatan untuk mencapai fungsi anggaran.
Setelah adanya pelaksanaan APBD kemudian terdapat proses perubahan APBD
untuk memaksimalkan sisa lebih tahun anggaran (SiLPA). Adapun perubahan APBD
dimungkinkan jika terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA,
terdapat keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit
organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja.
Pemerintah Daerah Kabupaten Sidrap saat ini sudah cukup tertib dalam
pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah seiring dengan adanya penerapan sistem
aplikasi keuangan dan akuntansi. Untuk Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang SAP berbasis akrual yaitu perubahan dari basis kas menuju akrual menjadi
basis akrual penuh dalam pengakuan transaksi keuangan pemerintah juga sudah
diterapakan. Hal itu disampaikan oleh Bapak Kartolo:
“Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar Akuntansi
Pemerintahan sudah diterapkan. Karena sudah menjadi kewajiaban dan
memang kami sudah menerapkannya sejak berlakunya peraturan tersebut”.
(Hasil Wawancara, tanggal 1 November 2017).
Seperti yang diketahui bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah
Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual membawa perubahan besar
dalam sistem pelaporan keuangan di Indonesia, yaitu perubahan dari basis kas
menuju akrual menjadi basis akrual penuh dalam pengakuan transaksi keuangan
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pemerintah. Perubahan basis tersebut selain telah diamanatkan oleh paket Undang-
Undang Keuangan Negara, juga diharapkan mampu memberikan gambaran yang
utuh atas posisi keuangan, menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan
kewajiban, dan bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja.
Kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan standar akuntansi
pemerintahan menjadi dasar diberikannya opini atas laporan keuangan. Pemerintah
kabupaten Sidenreng Rappang, sampai dengan saat ini sudah menerapkan basis
akrual. Terkait dengan adanya penerapan basis akrual sendiri, pemerintah sudah
melakukan berbagai persiapan, seperti penyusunan sistem akuntansi pemerintahan
berbasis akrual, pelatihan sumber daya manusia, dan penyediaan sarana dan
prasarana untuk menunjang penerapan basis akrual. Hal tersebut dilakukan agar
pemerintah siap dan dapat mengatasi berbagai kendala dalam penerapan basis akrual.
Kabupaten Sidenreng Rappang sendiri mendapat predikat opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulsel
dalam hal pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2016. Opini tersebut
diberikan karena aparat pemerintahan dalam mengelola dan menyajikan keuangan
sudah sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah). Hal tersebut juga karena
aparat pemerintah menjungjung tinggi nilai-nilai dan norma-norma Falsafah Budaya
Nene Mallomo dalam melakukan pekerjaannya. Nilai Macca, Malempu, Warani, na
Magetteng diterapkan dalam proses pelaksanaan anggaran sehingga apa yang
teralisasi sudah sesuai dengan apa yang direncanakan. Mengukur nilai Macca dilihat
dari pendidikan yang telah dijalani aparatur pemerintah.
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Tabel 7
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Pendidikan
No Jabatan Jumlah Ket
S2 S1 D3 SLTA SLTP SD
1 Kepala Badan 1
2 Sekretaris Badan 1
3 Kepala Bidang 4
4 Kasubag/Kasubid 10 1
5 UPT 1
6 Staf 6 33 1 9 1
Tabel menunjukkan bahwa aparat pemerintah sudah didukung dengan orang-
orang yang memiliki kualifikasi yang baik jika melihat dari jenjang pendidkan yang
telah dijalani. Namun hasil penelitian menemukan bahwa penempatan pegawai
biasanya banyak yang tidak sesuai dengan latar pendidikan yang ditekuni. Hal
tersebut terjadi karena penempatan pegawai sesuai dengan SK pengangkatan. Hal
tersebut dijelaskan oleh Bapak Kartolo sebagai berikut:
“dalam penempatan pegawai biasanya mengacu pada pengangkatan. Jadi
biasanya beberapa tidak sesuai dengan latar pendidikan yang telah ditekuni.
Tapi semuanya memilki kualifikasi sendiri. Kualifikasi kan didapat bukan
hanya hanya dari pendidikan formal. Jadi kualifikasi atau keahlian didapat
dari 3 hal yakni pendidikan formal, pelatihan atau diklat-diklat dan juga yang
tak kalah penting dari pengalaman. Coba lihat saja dibank. Banyak yang
bukan berasal dari latar pendidikan keuangan tapi bisa kerja dibank. Jadi
pelatihan dan pengalaman tak kalah pentingnya”. (Hasil Wawancara, Tanggal
1 November 2017).
Penjelasan informan menunjukkan bahwa sekalipun banyak aparat
pemerintahan yang ditempatkan tidak sesuai dengan latar pendidikan formal yang
ditekuni tapi sudah memiliki kualifikasi yang cukup dalam melakukan pekerjaanya.
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Hal tersebut didapat dari diklat ataupun pelatihan yang dijalani dan juga dari segi
pengalaman. Ditambahkan lagi oleh informan bahwa:
“Hanya saja dalam pemerintahan khsusnya Badan Pengelola Keuangan
daerah kita kekurangan tenaga akuntan di pemerintah. Hal tersebut karena
mereka cenderung kerja diswasta karena gajinya lebih besar padahal
sebenarnya keahliannya sangat dibutuhkan oleh pemerintah”. (Hasil
Wawancara, Tanggal 1 November 2017).
Disimpulkan dari penjelasan informan bahwa mereka sudah memiliki
kualifikasi yang cukup dalam hal pekerjaanya. Hanya saja untuk melaksanakan tugas
pokok dan fungsi setiap aparatur haruslah ditunjang dengan kualitas yang memadai.
Maka dari itu, seharusnya penempatan seoarang aparatur pemerintah haruslah
memperhatikan latar belakang pendidikan yang bersangkutan, agar lebih
memudahkan aparatur bersangkutan dalam pelaksanaan tugas yang menjadi
tanggungjawabnya.
Jadi, dalam tahap pelaksanaan keuangan daerah Falsafah Budaya Nene’
Mallomo sudah diterapkan dalam kinerja aparatur pemerintah daerah. Nilai malempu
sendiri harus sangat dijunjung tinggi oleh aparatur agar dalam tahapan pelaksanaan
keuangan daerah terbebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Hal tersebut terlihat
dari pemberian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan BPK atas
pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2016. Sekalipun dalam penempatan
pegawai tidak didukung atau sesuai dengan latar pendidikan formal yang djalani tapi
aparatur sudah memiliki kualifikasi dengan adanya diklat atau pelatihan ataupun
bimbingan-bimbingan yang diberikan dan pengalaman kerja yang sangat membantu
dalam hal kinerja pengelolaan keuangan daerah.
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3) Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah merupakan hal yang
wajib dilakukan sebagai pertanggungjawaban atas terlaksananya pengelolaan
keuangan daerah. Jika tahap pelaksanaan didukung dengan penggunaan sistem
akuntansi dan sistem pengendalian manajemen baik, diharapkan tahap pelaporan dan
pertanggungjawaban tidak akan menemui banyak masalah. Untuk menghasilkan
laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah (termasuk laporan keuangan) yang
baik, maka diperlukan sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian manajemen
dan sistem informasi keuangan daerah.
Laporan keuangan dalam lingkungan sektor publik berperan penting dalam
menciptakan akuntabilitas sektor publik. Dimana akuntabilitas adalah konsep penting
dimana konsep ini memiliki dampak terhadap semua aspek operasional pemerintah
(Fidelius 2013 dalam South 2016). Selain itu Wahyuni (2014) mengatakan bahwa
akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas
keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan-undangan.
Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang
oleh instansi pemerintah.
Dalam tahapan ini, sangat pentingnya diterapkan Falsafah Budaya Nene
Mallomo terutama dalam pembuatan laporan keuangan. Nilai Macca dan Malempu
sangat dibutuhkan dalam tahapan ini. Aparat pemerintah harus memiliki kecerdasan
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dalam tahapan pembuatan laporan keuangan dan juga nilai kejujuran yang dijunjung
tinggi. Dalam bahasa bugis tersedia ungkapan ialah:
“Ajak mupoloi olona tauwee / “Ajak mualai aju tennia iko pasaranrei
Artinya, jangan kamu mengambil hak orang lain/jangan kamu mengambil
kayu yang bukan kamu menyandarkannya/ menebangnya. Adapun nilai kejujuran itu
dinyatakan dalam ungkapan,
“Iyaro lempue padai awo monangnge ri tengnga dolangeng; ritenrek-i
ponna, mompoo-i cappakna, ritenrek-i cappakna, mompoo-i ponna.
Artinya, kebenaran itu bagaikan bambu ditengah lautan, kalau pangkalnya
ditekan ujungnya muncul, kalau ujungnya ditekan pangkalnya muncul”. Maksud dari
ungkapan diatas adalah orang jujur itu pasti muncul di permukaan, ia tidak akan
hidup dalam kerugian sepanjang masa. Kebenaran dan kebaikan mesti memihak
padanya. Jadi dalam keadaan apapun harus selalu bertindak jujur. Sebagaimana
Allah berfirman dalam Al-qur’an tentang siksaan bagi orang yang melakukan tindak
kecurangan dan berdusta kepada Allah, Q.S Az-Zumar/39:60 yang berbunyi:
                          
 
Terjemahnya:
“dan pada hari kiamat kamu akan melihat orang-orang yang berbuat Dusta
terhadap Allah, mukanya menjadi hitam. Bukankah dalam neraka Jahannam
itu ada tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri?”(Q.S. Az-
Zumar/39:60).
Allah Subhaanahu wa Ta'aala memberitahukan tentang kehinaan orang-orang
yang berdusta terhadap-Nya, dan bahwa wajah-wajah mereka pada hari Kiamat akan
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hitam seperti malam yang kelam. Kebenaran adalah sesuatu yang terang, tetapi
karena mereka menghitamkan wajah kebenaran dengan kedustaan, maka Allah
menghitamkan wajah mereka sebagai balasan yang sesuai dengan amal yang mereka
kerjakan. Mereka memperoleh wajah yang hitam dan azab yang keras di neraka
Jahanam. Maka dari itu, hendaklah manusia untuk selalu berlaku jujur dalam
keadaan apapun. Adapun penerapan nilai getteng dapat dilihat dari penyusunan
laporan keuangan. Dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sudah
konsisten dalam mengikuti Prinsip dan Standar Akuntansi Pemerintahan. Seperti
yang dijelaskan oleh informan  bahwa:
“Dalam Badan pengelola keuangan daerah ini sudah ada bagian atau divisi
khusus yang berkaitan dengan akuntansi dan pelaporan. Adapun penyususnan
LKPD sudah kami susun sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
Adapun nantinya laporan keuangan tersebut akan diperiksa oleh BPK untuk
menentukan kesesuaian laporan keuangan yang telah kami buat apakah sudah
benar-benar berdasarkan standar akuntansi yang ditetapkan”. (Hasil
Wawancara, Tanggal 1 November 2017).
Dilihat dari penjelasan informan bahwa prinsip-prinsip akuntansi sudah
diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Prinsip-
prinsip tersebut secara konsisten diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan
yang dibuat setiap tahunnya.
Tabel 8
Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Opini Laporan Keuangan
2014 WDP (Wajar dengan Pengecualian)
2015 WDP (Wajar dengan Pengecualian)
2016 WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
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Melihat dari data diatas pada tahun 2014 dan Tahun 2015 LKPD Sidrap
mendapat Wajar dengan pengecualian. Ini berarti masih terdapat beberapa
permasalahan dalam laporan keuangan yang dibuat sehingga mengakibatkan LKPD
diberikan opini WDP oleh BPK. Namun pada tahun anggaran 2016 LKPD sudah
mendapat opini WTP yang menunjukkan bahwa laporan keuangan yang dibuat
pemerintah sudah berdasarkan aturan, prinsip dan standar akuntansi pemerintahan.
Ini menunjukkan bahwa ada peningkatakan kinerja dalam hal laporan keuangan.
Selanjutnya agar pemerintah daerah kabupaten Sidenreng-Rappang dapat
menerapakan nilai getteng dalam penyusunan laporan keuangan dengan standar
akuntansi pemerintahan agar dapat memberikan informasi keuangan yang terbuka,
jujur, dan menyeluruh kepada stakeholders.
Keterkaitan akuntabilitas dan pelaporan keuangan bahwa akuntabilitas
meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pemakai lainnya
sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban
pemerintah atas semua aktivitas yang dilakukan, bukan hanya aktivitas finansialnya
saja. Instrumen utama dari akuntabilitas pengelolaan keuangan keuangan daerah
adalah anggaran pemerintah daerah, data yang secara periodik dipublikasikan,
laporan tahunan dan hasil investigasi dan laporan umum lainnya yang disiapkan oleh
agent yang independen.
Dengan demikian, akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan
pertanggungjawaban atau penjawab dan menerangkan kinerja atas tindakan
seseorang atau badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang
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memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
Dari definisi tersebut diatas terlihat bahwa akuntabilitas publik menghendaki
birokrasi publik dapat menjelaskan secara transparan (transparency) dan terbuka
(openness) kepada publik mengenai tindakan apa yang telah dilakukan. Transparansi
sendiri adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk
memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi
tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang
dicapai.
Adapun salah satu bentuk dari keterbukaan yang dijelaskan oleh Bapak
Kartolo mengatakan:
“kalau dari bagian pengganggaran sendiri, bentuk keterbukaan yakni
masyarakat dapat tau dan mengakses produk-produk setelah jadi Perda.
Hanya saja didalam proses penyusunan anggaran sendiri ada yang secara
internal tidak melibatkan pihak luar dan masyarakat. Tapi ada juga memang
rapat terbuka yang bisa  dihadiri pikah eksternal”. (Hasil Wawancara,
Tanggal 1 November 2017).
Ditambahkan lagi oleh informan dimana merupakan bentuk
pertanggungjawabannya mengatakan bahwa:
Laporan keuangan pemerintah telah kami susun sesuai dengan standar untuk
menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh
transakasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode.
Adapun disini kami mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya yang
telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara
sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan. (Hasil Wawancara,
Tanggal 1 November 2017).
Dari Penjelasan pejabat pemerintah diatas menyatakan bahwa mereka sudah
akuntabel dan transparan dalam proses pengelolaan keuangan. Adapaun Salah satu
bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan daerah, maka dibuatlah
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LKPD. LKPD tersebut disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan
diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terlebih dahulu sebelum
dilaporkan kepada masyarakat melalui DPRD yang bersangkutan.
Salah satu bentuk keterbukaan atau transparansi pengelolaan keuangan daerah
adalah Hak publik untuk mengakses informasi (public access to information).
Walaupun telah dijelaskan oleh informan bahwa masyarakat diberi kebebasan untuk
mengakses produk-produk pemerintah setelah jadi perda, hanya saja informasi
tersebut belumlah cukup untuk dikatakan transparansi dalam informasi. Keterbukaan
dalam informasi mencakup hak publiik atas informasi keuangan yang muncul
sebagai konseskuensi pertanggungjawaban publik.
Seperti yang disampaikan oleh Mardiasmo (2002) dalam Hehannussa (2015)
bahwa masyarakat sebagai pihak yang memberi kepercayaan kepada pemerintah
untuk mengelola keuangan publik berhak untuk mendapatkan informasi keuangan
pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap pemerintah. oleh karena itu
pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan yang akan
digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, ekonomi, dan politik oleh
pihak-pihak yang berkepentingan.
Pemerintah daerah sendiri masih kurang dalam aksesibilitas informasi
keuangan. Hal tersebut karena untuk mengakses informasi keuangan pemerintah
daerah relatif cenderung sulit. Contohnya saja LKPD tidak dapat diakses diinternet.
Untuk itu pemerintah daerah masih harus terus meningkatkan aksesibilitas laporan
keuangannya agar memenuhi prinsip tarnsparansi dan akuntabilitas. Hal yang dapat
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dilakukan antara lain dengan memfasilitasi berbagai pihak yag berkepentingan agar
dapat mengetahui atau memperoleh laporan keuangan dengan mudah dan dapat
diakses diberbagai media seperti surat kabar, majalah, stasiun televisi dan juga
internet. Pemerintah Kabupeten Sidrap dalam pengelolaan keuangan daerah tahun
2016 mendapatkan hasil audit WTP oleh BPK. Selanjutnya, pemerintah masih harus
meningkatakan transparansinya dan wajib meningkatkan pengelolaannya agar tetap
bisa mendapatkan hasil audit Wajar Tanpa Pengecualian oleh BPK pada tahun
anggaran berikutnya.
b. Falsafah budaya Nene Mallomo dalam memberikan konstribusi
terhadap Pencapaian Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah
Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh
seseorang aparatur dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya. Penilai
tersebut berdasarkan jumlah pekerjaan yang dilaksanakan atau fungsi-fungsi yang
melekat dalam unit kerja serta hasil yang dicapai sehingga dapat dimanfaatkan oleh
para penggunanya (Mangkunegera 2001 dalam Putra 2012). Definisi kinerja
menjelaskan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan tugas yang
dilakukan oleh seluruh pegawai yang ada disuatu organisasi atau instansi pemerintah.
Meningkatkan kinerja dalam sebuah organisasi atau instansi pemerintah merupakan
tujuan atau target yang ingin dicapai oleh organisasi dan instansi pemerintah dalam
memaksimalkan suatu kegiatan.
Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang telah
melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawab suatu organisasi. Hasil Analisis
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atas Pencapaian Kinerja Strategik  BPKD Tahun Anggaran 2016, hampir seluruhnya
mencapai kinerja yang diharapkan walaupun keberhasilannya belum sepenuhnya
terwujud sebagaimana yang diharapkan.
Adapun Analisis atas Pencapaian Kinerja Strategik BPKD Tahun Anggaran
2016, sebagai berikut :
Tabel 9
Analisis Pencapaian Kinerja BPKD Tahun Anggaran 2016
No INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI
1 Tersedianya Dana Pelayanan
Administrasi Perkantoran Rp 2.482.820.000 Rp 2.268.410.361
2 Tersedianya Dana Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur Rp 4.990.291.000 Rp 4.268.082.813
3 Tersedianya Dana Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Rp 178.400.000 Rp 139.129.500
4 Tersedianya Dana Peningkatan
Pengembangan Sistem
Laporan Capaian Kinerja Rp 175.288.000 Rp 161.401.500
5 Tersedianya Dana Peningkatan
dan
Pengembangan Pengelolaan
Keu.  Daerah
Rp 3.693.395.000 Rp 3.455.130.042
6 Tersedianya Dana Pembinaan
Dan Sistem Fasilitas
Pengelolaan  Keuangan
Kabupaten
Rp 757.217.000 Rp 683.473.800
7 Tersedianya Dana Peningkatan
Sistem Pengawasan Internal
dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan  KDH
Rp 331.709.000 Rp 309.901.900
8 Tersedianya Gudang Berkas
Rp 1.802.080.000 Rp 1.767.873.000
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Indikator kinerja mengandung makna bahwa tujuan bukanlah persyaratan,
juga bukan merupakan sebuah keinginan. Tujuan merupakan sesuatu keadaan yang
lebih baik yang ingin dicapai oleh organisasi di masa yang akan datang. Dengan
demikian tujuan menunjukkan arah ke mana kinerja harus dilakukan. Namun
demikian dalam upaya mencapai tujuan perlu adanya sebuah standar. Tanpa standar,
tidak akan dapat diketahui kapan suatu tujuan tercapai. Standar menjawab pertanyaan
tentang kapan sukses atau gagal. Kinerja seseorang dikatakan berhasil apabila
mampu mencapai standar yang ditentukan atau disepakati bersama.
Value for money merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi
pemerintahan. Adapaun kinerja yang dikehendaki Badan Pengelola Keuangan daerah
mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan Value for money, yaitu
Efisien dan Efektif.
Tabel 10
Pengukuran Kinerja Efektif dan Efisiensi Terhadap Program Kerja BPKD
Kabupaten Sidrap
No INDIKATOR KINERJA EFEKTIF EFISIEN
1 Tersedianya Dana Pelayanan
Administrasi Perkantoran 91,36% 100%
2 Tersedianya Dana Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur 85,52% 100%
3 Tersedianya Dana Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur 77,98% 66,67%
4 Tersedianya Dana Peningkatan
Pengembangan Sistem Laporan Capaian
Kinerja 92,07% 100%
5 Tersedianya Dana Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan Keu.
Daerah
93,54% 100%
6 Tersedianya Dana Pembinaan Dan 90,26% 100%
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Sistem Fasilitas Pengelolaan  Keuangan
Kabupaten
7 Tersedianya Dana Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan  KDH
93,42% 100%
8 Tersedianya Gudang Berkas
98,10% 100%
Sumber : Data Sekunder yang di olah
Efektivitas sering diucapkan dan didengar, tetapi sering pengertiannya
mempunyai makna yang berbeda. Bertumpu pada pendekatan efektifitas dari segi
optimasi tujuan, yakni kemampuan organisasi memanfaatkan sumber daya untuk
mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Seperti yang dijelasakan oleh informan:
“Efektifitas kerja pegawai dapat dilihat dari selalu tercapainya tujuan yang
telah ditentukan, selalu mengadakan inovasi, tepat waktu dalam menjalankan
tugas, sehingga tugas-tugas dapat diselesaikan dalam waktu yang telah
ditentukan. Intinya itu, pegawai harus paham pada tugas pokok dan fungsi
masing-masing agar kinerjanya bisa lebih baik.” (Hasil Wawancara, Tanggal
1 November 2017).
Dari penjelasan informan, efektivitas dilihat dari tercapainya tujuan yang
telah ditentukan, kesesuaian antara kebijakan dengan pelaksanakan tugas dan
pekerjaan dan pelaksanaan tugas dan pekerjaan dengan hasil yang dicapai. Rasio
efektivitas menggambarkan kemampuan dalam merealisasikan apa yang
direncanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi
riil.
Tabel 11
Analisis Efektivitas Kinerja BPKD Tahun 2016
No INDIKATOR KINERJA (%) Kriteria
1 Tersedianya Dana Pelayanan Administrasi
Perkantoran 91,36%
Efektif
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2 Tersedianya Dana Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur 85,52%
Cukup efektif
3 Tersedianya Dana Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur 77,98%
Kurang efektif
4 Tersedianya Dana Peningkatan
Pengembangan Sistem Laporan Capaian
Kinerja
92,07% Efektif
5 Tersedianya Dana Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan Keu.  Daerah 93,54%
Efektif
6 Tersedianya Dana Pembinaan Dan Sistem
Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten 90,26%
Efektif
7 Tersedianya Dana Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan  KDH
93,42% Efektif
8 Tersedianya Gudang Berkas 98,10% Efektif
Sumber : Data Sekunder yang di olah
Berdasarkan perhitungan efektivitas kinerja BPKD Tahun 2016 dapat
dikatakan efektif. Hampir dalam setiap program/kegiatan rata-rata mencapai 90%.
Walaupun masih terdapat kegiatan yang masih kategori cukup efektif yakni sebesar
85,52% dan terdapat program yang kurang efektif yakni hanya sebesar 77,98%. Hal
tersebut karena terdapat kegiatan yang tidak direalisasikan dari program yang telah
dianggarkan sebelumnya.
Efisensi adalah pencapaian output yang maximum dengan input tertentu  atau
penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi
merupakan perbandingan output/input. Yang di kaitkan dengan standar kinerja atau
target yang telah di tetapkan. Seperti yang dikatakan informan sebagai berikut:
“pengelolaan keuangan daerah dikatakan efektif ketika menunjukkan
pencapaian target-target dan tujuan pengelolaan keuangan daerah. sedangkan
kalau Pengelolaan keuangan daerah yang efisien itu menunjukkkan
pengelolaan keuangan yang menggunakan sumber daya yang paling hemat
dalam pencapaian tujuan pengelolaan keuangan daerah yang telah ditetapkan
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sebelumnya. Hal tersebut sudah harus sesuai dengan visi dan misi BPKD
dalam mengelola keuangan harus ekonomis, efektif dan juga efisien”. (Hasil
Wawancara, Tanggal 1 November 2017).
Dari penjelasan informan mengatakan bahwa efisiensi dalam hal
menggunakan sumber daya yang paling hemat untuk mencapai tujuan yang telah
ditetapkan sebelumnya. Efisiensi berari tingkat pencapaian output yang maksimum
dengan input tertentu.
Tabel 12
Analisis Efisiensi Kinerja BPKD Tahun 2016
No INDIKATOR KINERJA (%) Kriteria
1 Tersedianya Dana Pelayanan Administrasi
Perkantoran 80,68%
cukup efisien
2 Tersedianya Dana Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur 80,49% cukup efisien
3 Tersedianya Dana Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur 83,32% cukup efisien
4 Tersedianya Dana Peningkatan
Pengembangan Sistem Laporan Capaian
Kinerja
81,36% cukup efisien
5 Tersedianya Dana Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan Keu.  Daerah 94,24% kurang efisien
6 Tersedianya Dana Pembinaan Dan Sistem
Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten 93,93% Kurang efisien
7 Tersedianya Dana Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan  KDH
95,38% kurang efisien
8 Tersedianya Gudang Berkas 98,10% kurang efisien
Sumber : Data Sekunder yang di olah
Berdasarkan perhitungan efisiensi kinerja BPKD Tahun 2016 terdapat 4
program dengan kriteria cukup efisien yakni 80,68%, 80, 49%, 83,32%, 81,36% dan
4 program dengan kategori kurang efisien yakni 94,24%, 93,93%, 95,38%, 98,10%.
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Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja BPKD masih kurang dalam hal efisiensi.
Realisasi program yang diukur dengan rasio efisiensi terlihat bahwa BPKD tidak
melakukan kegiatan operasional organisasi dengan penggunaan sumber daya dan
dana yang serendahrendahnya. Secara teoritis akan berbanding terbalik jika dilihat
dari kajian efisiensi. Efisiensi menghendaki penggunaan anggaran yang serendah-
rendahnya sehingga tidak terjadi pemborosan di setiap program karena dipaksakan
untuk dihabiskan anggarannya
Dilihat dari analisis efektivitas dan efisiensi program atau kegiatan BPKD
tidak dapat dikatakan “maksimal”. Dimana dengan konsep value for money dapat
meningkatkan pelayanan publik dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran,
dapat meningkatkan mutu pelayanan, dan meningkatkan akuntabilitas publik. Value
for money memiliki peranan penting dalam terwujudnya kualitas pelayanan publik,
untuk itu masih banyak perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan oleh BPKD agar
sasaran program ataupun kegiatan dapat terealisasi dengan maksimal.
Selanjutnya, hendaknya nilai-nilai Falsafah Nene Mallomo harus lebih
dibangkitkan lagi dan diterapkan dalam diri masing-masing aparatur. Disamping itu
diharapkan staf untuk mengikuti kegiatan pendidikan atau pelatihan serta bimbingan-
bimbingan tekhnis yang dilaksanakan oleh unsur Pemerintah (Pemerintah Provinsi
dan Pemerintah Pusat) maupun lembaga-lembaga formal lainnya untuk lebih
meningkatkan kualitas dan kapabilitas aparatur Badan Pengelola Keuangan Daerah
(BPKD) Kabupaten Sidenreng-Rappang.
108
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat ditarik
kesimpulan bahwa pengelolaan keuangan daerah kabupaten Sidenreng-Rappang
sudah dapat dikatakan baik. Hal tersebut karena aparat pemerintah pada Badan
Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sidrap sadar akan tanggungjawabnya yang
begitu besar kepada masyarakat. Dari sudut pandang agency theory dimana
pemerintah sebagai pihak agen memberikan pertanggungjawaban kepada pihak
principal yakni masyarakat dengan mengelola keuangan daerah sudah berdasarkan
prinsip dan azas pengelolaan keuangan daerah.
Implementasi Etika Pemerintahan berdasarkan hasil penelitian yakni
falasafah nene mallomo membuktikan bahwa aparatur pemerintah sudah tahu dan
mengaplikasikan nilai Macca, Malempu, Warani, na Magetteng dalam proses
pengelolaan keuangan daerah. Selain itu aparatur pemerintah dalam melaksanakan
tugasnya selalu mentaati peraturan disiplin, melaksanakan tugas dan tanggung jawab
secara baik, saling menghormati, santun, ramah dan memiliki rasa tanggungjawab
serta kesadaran dalam melaksanakan sasaran dan program kegiatan.
Penerapan nilai Macca, Malempu, Warani, na Magetteng memberikan
konstribusi yang besar terhadap pencapian kinerja Badan Pengelola Keuangan
Daerah (BPKD) Kabupaten Sidrap. Hal tersebut terlihat dalam tujuan dan sasaran
program kegiatan BPKD yang terealisasi sekurang-kurangnya 90% . Sekalipun
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terdapat beberapa indikator kinerja sasarannya belum mencapai maksimal yaitu
seratus persen. Namun secara keseluruhan capaian indikator kinerja pada sasaran
strategik bisa dicapai dengan baik. Hal itu terjadi karena aparat pemerintah sudah
menanamkan nilai-nilai Falsafah Nene Mallomo dalam kehidupan sehari-harinya.
Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah darerah maka
dibutlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Sidrap yang
merupakan gambaran dari hasil pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten
Sidenreng-Rappang, dimana mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kaitannya dengan opini yang diperoleh
Pemerintah Kabupaten Sidrap atas LKPD tersebut, hal ini menunjukkan bahwa
laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
B. Implikasi penelitian
Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan maka implikasi
penelitian yangdiajukan oleh peneliti diantaranya berupa :
1 Aparat pemerintah diharapkan dapat mentati berbagai ketentuan
perundangundangan yang berlaku dan lebih mengaplikasikan falsafah nene’
mallomo dalam proses pekerjaanya.
2 Aparat pemerintahan dan sejajarannya diharapkan benar-benar memahami
tugas pokok dan fungsi masing-masing.
3 Aparat pemerintah diharapakan lebih menigkatakan kinerjanya dalam
melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran.
110
4 Mendorong pihak pemerintah daerah mengimplementasikan nilai falsafah
nene mallomo menjadi norma yang terlembagakan yang berfungsi sebagai
alat kontrol langsung ke dalam semua lembaga pemerintahan kabupaten
Sidrap.
C. Saran
Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan maka terdapat
beberapa saran atas keterbatasan yang ada demi perbaikan yang akan datang, yaitu
sebagai berikut :
1 BPKD diharapkan lebih mengkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam
pengelolaan keuangan daerah terutama dalam bidang Akuntansi dan
Pelaporannya.
2 BPKD diharapakan lebih meningkatkan transparansi dalam proses
pengelolaan keuangan daerah seperti adanya sosialisasi anggaran dan juga
aksesibilitas warga terhadap LKPD untuk lebih meningkatkan kepercayaan
masyarakat terhadap kinerja aparatur pemerintah.
3 Penelitian ini menggunakan agency theory terhadap pengimplementasian
falsafah Nene Mallomo dalam perilaku pejabat sektor publik dalam
pengelolaan keuangan daerah, maka diharapkan peneliti selanjutnya
melakukan analisa falsafah terhadap pengelolaan keuangan daerah lebih
dalam. Sehingga penerapan falsafah bisa dikaji lebih luas dan menjadi
sebuah etika pemerintahan yang terlembagakan.
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MANUSKRIP
Responden : Rahmat Kartolo, S.Sos, M.Si
Waktu wawancara : 1 November 2017
Jabatan : Kepala Bidang Anggaran
Instansi : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Sidrap
Assalamu Alaikum Wr.Wb.
1. Sejak kapan atau Sudah berapa lama anda menjadi pegawai pemerintah?
“Sudah lama saya menjadi aparatur pemerintah, pastinya saya lupa tapi
kurang lebih 20 tahunan”
2. Menurut anda apa saja sikap atau etika yang harus dimiliki oleh seorang
aparatur pemerintah?
“Sebenarnya sikap atau etika yang harus dimiliki oleh aparatur pemerintah
bersifat universal. Contohnya kedisipilinan, kerajinan, kesetiaan, nilai budaya,
saling menghormati. Jadi  setiap Aparatur pemerintah harus memiliki prilaku
yang baik, memiliki kesopanan, karena apabila setiap pegawai atau Aparatur
Pemerintah tidak memiliki tata kesopanan dan tata krama maka pegawai yang
bersangkutan tentunya akan berprilaku kurang baik terhadap proses
kinerjanya. Seorang aparatur pemerintah yang baik  haruslah memiliki nilai
kelembagaan, menghindari terjadinya masalah penyelewengan seperti
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dan tak kalah penting adalah nilai agama
atau iman. Iman menjadi kunci penting dalam beretika. Ketika nilai
keagamaan dalam diri sudah baik, otomatis nilai-nilai lainnya juga akan
mengikuti”.
3. Menurut anda, seberapa pentingkah etika pelayanan publik?
“Etika dalam pelayanan publik sangat penting. Hendaknya setiap manusia itu
beretika. Khususnya aparatur pemerintah. Sebagai bentuk pertanggung
jawabannya kepada masyarakat dan juga tuhan. Maka hendaklah harus
memiliki nilai etika dalam tuntutan pekerjaannya.
4. Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, menurut anda dalam tahapan mana
yang menjadi titik sentral dalam pengelolaan keuangan?
“dalam pengelolaan keuangan daerah, semuanya penting. Mulai dari
perencanaan sampai tahap pengawasan semuanya memiliki tugas dan fungsi
masing-masing”
5. Menurut anda apa makna atau bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam
proses penganggaran  keuangan daerah?
“kalau dari bagian pengganggaran sendiri, bentuk transparansinya yakni
masyarakat dapat tau dan mengakses produk-produk setelah jadi Perda.
Hanya saja dalam proses penganggaran sendiri ada yang secara internal tidak
melibatkan pihak luar apalagi masyarakat. Tapi ada juga memang rapat
terbuka yang bisa  dihadiri pikah eksternal”
6. Apakah anda terlibat langsung dalam pembuatan laporan keuangan
pemerintah?
“semuanya hampir terlibat dalam pembuatan laporan keuangan. Hanya saja
memang ada bagian khusus atau bidang pelaporan dan akuntansi yang
memang tugasnya membuat laporan keuangan”
7. Dalam kepustakaan bugis, dijelaskan bahwa Nene’ mallomo memberikan
pappaseng kepada masyarakat sidrap khususnya seorang pemimpin. Apakah
Bapak/Ibu mengetahui falsafah tersebut?
“Sebagai masyarakat sidrap dan aparat pemerintah harus tahu tentang
falsafah tersebut. Sebuah pappaseng dari nene’ mallomo yang dijadikan
sebagai pedoman dalam bertindak dan juga dalam bekerja. Nilai-nilai tersebut
Seperti malempu, macca, magetteng harus diterapkan karena mengingat
besarnya pertanggung jawaban sebagai aparat pemerintah bukan hanya pada
manusia tapi juga pertanggung jawaban dengan tuhan”
8. Menurut anda apakah ada nilai lain yang harus diterapkan dalam diri seorang
aparatur pemerintah selain dari nilai yang telah dijelaskan sebelumnya?
“Nilai-nilai lain dari malempu, macca, magetteng. Mungkin seperti mapato,
temmappasilaengeng, saling menghormati karena kan disidrap dikenal
adatnya tudang sipulung. Jadi harus ki saling menghormati pendapatnya
orang lain.”
9. Apakah anda dan staff sudah memiliki kesiapan komitmen dalam menjunjung
azas pengelolaan keuangan daerah?
“Iya. dalam pengelolaan keuangan harus menjungjung azas pengelolaan
keuangan daerah. jadi semua bagian ataupun bidang harus selalu berpacu
pada peraturan, kepatuhan, keadilan dan juga pastinya manfaat untuk
masyarakat. semuanya untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat
terutama masyarakat kabupaten Sidenreng-Rappang”
10. Apakah BPKD sudah memiliki staff yang berkualifikasi dalam jumlah yang
cukup mendukung atau tercapainya program dan sasaran kinerja BPKD?
“dalam capaian kinerja BPKD sudah cukup baik, hal itu dapat dilihat dari
pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai abdi negara, pemerintah
dan juga masyarakat. Selain itu tugas yang diemban oleh aparatur pemerintah
dalam capaian kinerja dapat dilihat dari aktivitasnya sehari-hari. Karena
tugas tersebut merupakan tugas rutin dengan sendirinya aparatur pemerintah
sudah memiliki kesadaran yang tercermin dari sikap, prilaku, perbuatan dan
tingkahlaku dalam melaksanakan tugasnya. Dimana masing-masing bagian
dari struktur organisasi memiliki tanggungjawab serta kesadaran dalam
melaksanakan sasaran dan program kegiatan.”
11. Apakah penempatan pegawai didukung oleh latar pendidikan yang sesuai
dengan keahliannya?
“Begini, dalam penempatan pegawai biasanya mengacu pada pengangkatan.
Jadi biasanya beberapa tidak sesuai dengan latar pendidikan yang telah
ditekuni. Tapi semuanya memilki kualifikasi sendiri. Kualifikasi kan didapat
bukan hanya hanya dari pendidikan formal. Tapi juga bisa didapat dari
pelatihan atau diklat-diklat dan juga yang tak kalah penting dari segi
pengalaman. Coba lihat saja dibank. Banyak yang bukan berasal dari latar
pendidikan keuangan tapi bisa kerja dibank. Hanya saja memag kita
kekurangan tenaga akuntan di pemerintah karena mereka cenderung kerja
diswasta karena gajinya lebih besar padahal sebenarnya keahliannya sangat
dibutuhkan oleh pemerintah”
12. Kendala apa yang sering anda alami atau anda hadapi terkait dengan proses
penganggaran keuangan daerah?
“Kendala dalam proses penganggaran mungkin dari segi aturan. Karena
ketidakkonsistenan aturan yang selalu berubah-ubah jadi kadang kita susah
mengikuti kebijakan dari pusat dan juga konsistensi pemerintah pusat dalam
pengalokasian anggaran kadang-kadang tidak konsisten”.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual yaitu
perubahan dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual penuh dalam
pengakuan transaksi keuangan pemerintah. Apakah hal tersebut sudah
diterapkan?
“Iya, sudah diterapakan sejak berlakunya.”
14. Bagaimana Sistem atau mekanisme penganggaran keuangan daerah?
“mengacu pada permendagri nomor 13 dengan perubahan-perubahannya
yang lain, juga nomor 21 tahun 2001 dan juga mengacu pada peraturan
perundang-uandangan yang lainnya.
Terima kasih...
Wassalam Alaikum Wr. Wb.
MANUSKRIP
Responden : Sulaiman SE, M.Si
Waktu wawancara : 1 November 2017
Jabatan : Kepala Sub Bidang Anggaran
Instansi : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Sidrap
Assalamu Alaikum Wr.Wb.
1. Sejak kapan atau Sudah berapa lama anda menjadi pegawai pemerintah?
“saya sudah menjadi pegawai pemerintah Sudah sejak tahun 1993. Kira-kira
sudah 24 tahun”
2. Menurut anda apa saja sikap atau etika yang harus dimiliki oleh seorang
aparatur pemerintah?
“sikap yang wajib dimiliki oleh aparatur pemerintah itu sangat banyak.
Karena kalau berbicara mengenai etika itu berasal dari dalam diri atau
keperiabadian seseoarang. Contohnya ramah, sopan, rajin, jujur, dan nilai-
nilai lainnya. ”
3. Menurut anda, seberapa pentingkah etika pelayanan publik?
“yah sangat penting. Etika atau norma itu wajib dimiliki dan dilaksanakan
oleh setiap manusia apalagi pejabat pemerintah. yang setiap harinya
berurusan dengan banyak orang apalagi di BPKD ini tanggung jawabnya
sangat besar.”
4. Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, menurut anda dalam tahapan mana
yang menjadi titik sentral dalam pengelolaan keuangan?
“tahapan pengelola keuangan daerah itu mulai perencanaan sampai
pengawasan dek. Semuanya sudah ada divisi atau bagiannya masing-masing.
Jadi bisa dibilang semuanya jadi titik sentral masing-masing tahapan”
5. Menurut anda apa makna atau bentuk akuntabilitas dalam proses pengelolaan
keuangan daerah?
“Laporan keuangan pemerintah telah kami susun sesuai dengan standar untuk
menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh
transakasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode.
Adapun disini kami mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya yang telah
dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara
sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan.
6. Apakah anda terlibat langsung dalam pembuatan laporan keuangan
pemerintah?
“ya saya terlibat. semuanya hampir terlibat dalam pembuatan laporan
keuangan. Walaupun sudah ada divisi pelaporan tapi dalam bnyak sekali
pihak terlibat dalam proses penyusunan laporan keuangan”
7. Dalam kepustakaan bugis, dijelaskan bahwa Nene’ mallomo memberikan
pappaseng kepada masyarakat sidrap khususnya seorang pemimpin. Apakah
Bapak/Ibu mengetahui falsafah tersebut?
“iya. Falsafah tersebut memang sudah tidak asing ditelinga kita apalagi
orang sidrap. Bukan hanya orang sidrap tapi orang bugis lainnya juga tau
tentang nilai-nilai itu, seperti Acca, malempu, getteng, dll”
8. Apakah anda dan staff sudah memiliki kesiapan komitmen dalam menjunjung
azas pengelolaan keuangan daerah?
“Iya. Siap. Kita disini memang sudah siap dalam menjungjung azas
pengelolaan keuangan daerah. karena tujuannya memang untuk itu, mengelola
keuangan secara efektif, efesien, ekonomis, dan sangat penting memperhatikan
kebermanfaatan untuk masyarakat” “jadi didalam mengelola keuangan
daerah harus berpacu pada manfaat masyarakat. hal itu karena meningkatnya
tuntutan masyarakat akan pemerintah yang baik maka sudah sewajibnya
aparat meningkatkan pelayanan demi kesejahteraan masyarakat. hal ini
menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk bekerja secara lebih
efisien dan efektif terutama dalam menyediakan layanan prima bagi seluruh
masyarakat.”
9. Apakah BPKD sudah memiliki staff yang berkualifikasi dalam jumlah yang
cukup mendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang akuntable?
“Sudah. Semuanya pasti memiliki kualifikasi yang bagus. Hanya saja
kuantitas aparatur pada bidang penganggaran sendiri masih minim jika
dibandingkan dengan volume pelaksanaan tugas pokok bidang anggaran”
10. Apakah penempatan pegawai didukung oleh latar pendidikan yang sesuai
dengan keahliannya?
“Tidak semua pegawai ditempatkan sesuai dengan latar pendidikannya. Rata-
rata semuanya begitu. Contohnya saya, saya Magister pembangunan Daerah
tapi saya ditempatkan disini. Tapi diluar latar pendidikan, yang sangat
dibutuhkan adalah pengalaman. Pengalaman sangat mendukung karena saya
start dari nol maksudnya mulai start dari proses keuangan. Saya di PU,
pembantu bendahara, bendahara, kasubag keuangan, jadi pengalaman kerja
juga sangat mendukung kalau berbicara mengenai kualifikasi”.
11. Kendala apa yang sering anda alami atau anda hadapi terkait dengan proses
penganggaran keuangan daerah?
“Adapun kendala atau masalah yang biasanya terjadi pasti berkaitan dengan
kondisi keuangan daerah. banyaknya kebutuhan sementara tidak dibarengi
dengan pamsokan anggaran”.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual
yaitu perubahan dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual penuh
dalam pengakuan transaksi keuangan pemerintah. Apakah hal tersebut sudah
diterapkan?
“Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar Akuntansi
Pemerintahan sudah diterapkan. Karena sudah menjadi kewajiaban dan
memang kami sudah menerapkannya sejak berlakunya peraturan tersebut”
13. Bagaimana Sistem atau mekanisme penganggaran keuangan daerah?
“APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah yang mengacu pada
permendagri nomor 13 tahun 2006 terus permendagri yang terbit/mengatur
penyusunan APBD tahun berkenaan. Tapi semuanya mengacu pada
permendagri nomor 13 tahun 2006. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan
penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Dalam
pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pemerintah melaksanakan kegiatan
keuangan dalam siklus pengelolaan anggaran yang secara garis besar terdiri
dari Penyusunan dan Penetapan APBD; Pelaksanaan dan Penatausahaan
APBD; dan Pelaporan dan Pertanggungjawaban APBD.”
Terima kasih...
Wassalam Alaikum Wr. Wb.
MANUSKRIP
Responden : Identitas dirahasiakan
Waktu wawancara : 1 November 2017
Jabatan : ---
Instansi : BPKD Kab Sidrap
Assalamu Alaikum Wr.Wb.
1. Menurut anda apa saja sikap atau etika yang harus dimiliki oleh seorang
aparatur pemerintah?
“etika pelayanan publik yang harus dimiliki oleh setiap aparatur pemerintah
berkaitan dengan tata susila dan tata kesopanan. Contohnya saja kejujuran,
kedisiplinan, persamaan, integritas, keramahan, kebenaran, keberanian”
2. Apakah anda terlibat langsung dalam pembuatan laporan keuangan
pemerintah?
“semuanya hampir terlibat dalam pembuatan laporan keuangan.”
3. Dalam kepustakaan bugis, dijelaskan bahwa Nene’ mallomo memberikan
pappaseng kepada masyarakat sidrap khususnya seorang pemimpin. Apakah
Bapak/Ibu mengetahui falsafah tersebut?
“iya. Sebagai masyarakat sidrap dan aparat pemerintah harus tahu tentang
itu. Seperti malempu, macca, magetteng,”. Contohnya nilai malempu. Kita
sebagai manusia dituntut untuk selalu bekata jujur dalam kondisi apapun.
Apalagi kita sebagai pejabat pemerintah. kami disini dituntut untuk selalu
jujur dalam mengelola keuangan daerah. karena kalau kita tidak jujur pasti
akan muncul masalah nantinya. Dan juga karena nantinya apa yang kami
kerjakan akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan tentunya juga
kepada Tuhan”
Ditambahkan lagi, kalau nilai keberanian menurut bapak itu seperti apa?
“kalau keberanian itu mungkin seperti berani dalam kejujuran. Maksudnya
kita senantiasa berani untuk berbicara jujur. Kami disini mengelola
keuangan untuk kemaslahatan orang banyak, untuk kita kita harus berani
mengutarakan pendapat baik yang positif ataupun negatif agar terciptanya
pengelolaan keuangan yang baik”
4. Apakah anda dan staff sudah memiliki kesiapan komitmen dalam menjunjung
azas pengelolaan keuangan daerah?
“Tentu saja bahwa dalam mengelola keuangan daerah harus sesuai dengan
asas dan prinsip pengelolaan keuangan daerah”
5. Apakah bagian penganggaran sudah memiliki staff yang berkualifikasi dalam
jumlah yang cukup mendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah
yang akuntable?
“Sudah. Semuanya pasti memiliki kualifikasi yang bagus. Hanya saja kondisi
aparatur belum memadai karena  masih ada beberapa staf yang merangkap
jabatan yang mengakibatkan pelaksanaan tugas pokok yang bersangkutan
kurang maksimal”
6. Apakah penempatan pegawai didukung oleh latar pendidikan yang sesuai
dengan keahliannya?
“tidak dek, hampir semua pegawai pemerintah itu ditempatkan sesuai
dengan pengangkatannya dimana. Jadi kalau dibilang didukung latar
pendidikan pasti didukung karena semuanya masih memiliki keterkaitan dan
lagi juga pasti ada pelatihan atau diklat yang biasa dijalani untuk pegawai”
7. Menurut anda, apa makna dari kata efektif dan efisien dalam PKD?
“pengelolaan keuangan daerah dikatakan efektif ketika menunjukkan
pencapaian target-target dan tujuan pengelolaan keuangan daerah.
sedangkan kalau Pengelolaan keuangan daerah yang efisien adalah
menunjukkkan pengelolaan keuangan yang menggunakan sumber daya yang
paling hemat dalam pencapaian tujuan pengelolaan keuangan daerah yang
telah ditetapkan sebelumnya. Hal tersebut sudah harus sesuai dengan visi
dan misi BPKD dalam mengelola keuangan harus efektif dan juga efisien”
8. Menurut anda, apa yang harus dilakukan seorang pegawai agar program atau
kegiatan dapat tercapai dengan baik?
“kinerja yang baik bagi pegawai dapat dilihat dari selalu tercapainya tujuan
yang telah ditentukan, selalu mengadakan inovasi, tepat waktu dalam
menjalankan tugas, sehingga tugas-tugasnya dapat diselesaikan dalam waktu
yang telah ditentukan. Intinya itu, pegawai harus paham pada tugas pokok
dan fungsi masing-masing agar kinerjanya bisa lebih baik.”
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